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Skripsi yang berjudul “Penerapan Ujrah Tenaga Kerja Industri Batik di 
Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto” ini merupakan penelitian kualitatif yang 
bertujuan menjawab rumusan masalah bagaimana sistem penetapan ujrah (upah) 
tenaga kerja industri batik pada Negi Batik Tulis Majapahit dan penerapan ujrah 
(upah) tenaga kerja di Negi Batik Tulis Majapahit ditinjau dari perspektif Ekonomi 
Islam. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan 
pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis 
data berdasarkan kebenaran atau fakta yang diperoleh dari lapangan. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi dengan 
pihak-pihak terkait, yaitu pemilik dan pekerja Negi Batik Tulis Majapahit. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah Negi Batik Tulis Majapahit dalam 
penetapan ujrah (upah) dasar pertimbangan penyusunan dengan menganalisa rasio 
perbedaan bobot pekerjaan antar jabatan, kemampuan perusahaan, kuantitas hasil 
produksi, dan kondisi pasar. Perusahaan melaksanakan pembayaran ujrah (upah) 
menggunakan 2 sistem, yaitu sistem borongan dan sistem bulanan. Pemberian ujrah 
(upah) selalu tepat waktu dan tidak menunda-nunda hal ini menandakan adanya 
kesesuaian dengan prinsip dalam Islam untuk segera membayar ujrah (upah) ketika 
pekerjaan telah diselesaikan. Namun, penerapan ujrah (upah) belum sepenuhnya 
sesuai dengan konsep Pengupahan secara Ekonomi Islam juga belum dapat 
dikatakan layak karena ujrah (upah) yang diberikan masih kurang dari UMR 
Kabupaten Mojokerto (< Rp 4.179.787).  
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diharapkan agar pemilik usaha 
sebelum mempekerjakan dianjurkan mengkaji ulang standar ujrah (upah) yang 
layak untuk pekerja sehingga kebutuhan pekerja dapat terpenuhi dengan layak. Dan 
alangkah baiknya jika menerapkan kontrak kerja secara tertulis agar di masa 
mendatang tidak menimbulkan masalah-masalah baru.  
Kata Kunci : Ujrah (upah), Tenaga Kerja, Negi Batik Tulis Majapahit 
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A.  Latar Belakang  
Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang cukup pesat 
telah berimbas pada perubahan di beberapa sektor, hingga memunculkan 
persaingan dalam berbagai usaha. Indonesia termasuk negara yang sedang 
membangun kemajuan saat ini, sehingga pemerintah mendukung pengembangan 
usaha untuk memperkokoh ekonomi sekaligus menyerap tenaga kerja dan 
mengurangi pengangguran. Pembangunan perekonomian nasional jangka panjang 
menargetkan dalam keseimbangan antara sektor industri dan sektor pertanian. 
Pada kawasan Kota/Kabupaten Mojokerto, mayoritas masyarakatnya 
memiliki mata pencaharian sebagai pedagang, juga industri pengolahan. Namun 
usaha pertanian juga masih dilakukan oleh beberapa masyarakat yang memiliki 
lahan persawahan. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berada 
dalam pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. UKM (Usaha Kecil 
Menengah) berpotensi memajukan perekonomian di Indonesia. Selain itu, di 
kawasan Mojokerto juga merupakan daerah yang khas dengan budaya Majapahit. 
Salah satunya industri Batik Majapahit yang beberapa tahun ini dikembangkan di 
Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto, yang lebih dikenal dengan nama Negi Batik Tulis 
Majapahit. Motif yang dibuat di Negi Batik Tulis Majapahit ini menggambarkan 
motif tentang Majapahitan dan kearifan lokal di sekitar kerajaan Majapahit, contoh 
 


































motif yang dibuat yaitu motif Jumput Surya Majapahit, motif Bumi Majapahit, dan 
lain sebagainya. 
Ekonomi berpengaruh tidak hanya di wilayah perkotaan saja, tetapi juga 
memengaruhi wilayah pedesaan. Perkembangan usaha batik adalah salah satu usaha 
industri, industri merupakan suatu perusahaan yang melakukan kegiatan mengubah 
barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi atau barang yang kurang 
nilainya menjadi lebih tinggi nilainya. Seperti halnya yang terjadi di Desa Dinoyo 
Jatirejo Mojokerto, industri batik yang berdiri disana menjadi salah satu pusat Batik 
Tulis Majapahit yang cukup dikenal masyarakat lokal maupun kunjungan dari 
wisatawan mancanegara. 
Mojokerto menjadi bagian dari cerita kerajaan Majapahit, tepatnya pusat 
pemerintahan Kerajaan Majapahit. Inilah yang menjadi salah satu alasan strategis 
dalam pengembangan usaha dengan melestarikan budaya batik daerah. Keberadaan 
industri batik ini juga memberi peluang lapangan pekerjaan bagi warga sekitar Desa 
Dinoyo Jatirejo Mojokerto, sebagai pekerja/buruh pembuat batik tulis Majapahit 
maupun staff administrasi. Tentu saja dalam bekerja semestinya mendapatkan 
imbalan dari apa yang telah dikerjakan, tawaran upah yang diberikan dan masa 
kerja menjadikan industri batik ini memiliki fungsi sebagai tulang punggung 
perekonomian seseorang dan sebagai penopang perekonomian lokal. Upah yang 
ditetapkan memiliki perbedaan, pemberian upah kepada pekerja harus sesuai 
dengan kapasitas pekerjaannya dan yang terpenting upah yang diberikan haruslah 
 


































adil.1 Berdasarkan pada skill (kemampuan) seorang pekerja, sifat, dan jenis 
pekerjaan di berbagai perusahaan yang kondisinya berbeda-beda.  
Upah atau ujrah yang diberikan kepada pekerja, menurut pandangan ekonomi 
Islam memiliki prinsip keadilan dan prinsip kelayakan yang harus dipenuhi. Islam 
memiliki sistem ekonomi yang berbeda dari sistem ekonomi lainnya, sistem yang 
dikehendaki Islam bukan hanya sekadar materiel saja melainkan didasarkan atas 
konsep kebahagiaan manusia dan kehidupan yang berdasarkan aspek persaudaraan 
(ukhuwah), keadilan sosio-ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 
spiritual umat manusia.2 Konsep moral besar kaitannya dengan ujrah yang 
diberikan pada pekerja, prinsip keadilan yang dimaksud bukan berarti upah yang 
diberikan disama ratakan, keadilan disini sebanding/seimbang dengan jasa yang 
diberikan dengan penghasilan yang diterima. Sedangkan prinsip kelayakan yang 
dimaksud adalah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak. 
Layak disini berarti layak untuk pangan, sandang dan papan juga layak sesuai 
dengan pasaran upah yang diberikan perusahaan lain. 
Problematika yang biasanya terjadi di kalangan buruh mengenai 
ketidakpuasan buruh terhadap ujrah (upah) yang diterima. Tidak sedikit buruh yang 
hanya menggantungkan biaya hidupnya hanya dari upah yang dihasilkan. 
Akibatnya terjadi aksi demo yang menuntut kenaikan upah, fenomena yang 
seringkali terjadi dan menjadi rutinitas tahunan. Aksi demo terjadi dikarenakan 
ujrah (upah) yang diterima oleh pekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan 
 
1 M. Mabruri Faozi, Putri Inggi Rahmiyanti, “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri 
Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 4 (1) (2016), 2. 
2 Nurul Huda et al, Ekonomi Pembangunan Islam, (Jakarta: Kencana, 2017), 120. 
 


































kesehariannya, mulai dari tingkat upah yang diperoleh rendah sampai pada sistem 
kontrak kerjanya yang belum sesuai. 
Ujrah (upah) yang diberikan pada setiap pekerja/buruh harus sesuai dan 
layak, menurut ketentuan pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, 
yang dimaksud upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 
kesepakatan, atau perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.3 
Selain ujrah yang diberikan layak, ujrah harus memenuhi prinsip keadilan. Jika 
seorang pekerja/buruh tidak diberikan ujrah secara layak dan adil maka akan 
memengaruhi pendapatan, juga bisa menurunkan tingkat daya beli dan tingkat 
produktivitas masyarakat sekitar.4 Perjanjian kerja yang dilakukan pengusaha 
dengan pekerja/buruh dapat berupa perjanjian tertulis atau tidak tertulis, hal ini 
tercantum dalam ketentuan Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa Perjanjian Kerja dapat dibuat secara 
tertulis maupun lisan.5 
Konsep upah (ujrah) dalam Ekonomi Islam, diantaranya adalah prinsip 
keadilan dan prinsip kelayakan (kecukupan). Untuk menetapkan ujrah secara adil 
bagi seorang buruh sesuai syariah bukan suatu hal yang mudah. Permasalahannya 
 
3 Departemen Tenaga Kerja RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 
4. 
4 M. Mabruri Faozi, Putri Inggi Rahmiyanti, “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri 
Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 4 (1) (2016), 2. 
5 Departemen Tenaga Kerja RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 
15. 
 


































terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu memodifikasi 
konsep ujrah (upah) yang adil ke dalam dunia kerja. Seorang pengusaha dalam 
menetapkan besaran ujrah tidak boleh asal menentukan dengan bertindak kejam 
(semena-mena) pada pekerja, misalkan menghilangkan sebagian  hak imbalan yang 
diperuntukkan bagi pekerja yang sudah bekerja sesuai tugasnya. Tanpa harus 
bertindak menindas pihak manapun, ujrah ditetapkan dengan cara paling tepat. 
Tiap-tiap pekerja memperoleh hak ujrah yang sah dari hasil kerjasama pengusaha 
dan pekerja/buruh, tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Semua pihak 
memperoleh ujrah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap dzalim terhadap 
yang lainnya.6 Ketika pekerja tidak dibayar dengan adil dan tidak berdasarkan atas 
hak jerih payahnya merupakan bentuk perbuatan ẓalim. Sedangkan perbuatan ẓalim 
terhadap pengusaha yaitu pengusaha dipaksa membayar ujrah (upah) pekerja 
melebihi dari kemampuan pengusaha. 
Pada realitanya seringkali terjadi penyimpangan dalam memberikan ujrah 
yakni, masih menyalahi norma-norma hukum Islam. Kewajiban perusahaan untuk 
memberikan ujrah karena mendapatkan manfaat dari pekerja yang telah 
menyelesaikan suatu pekerjaan, maka sebagai bentuk imbalan atas apa yang sudah 
ditunaikan dalam menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai pekerja, perusahaan 
berkewajiban memberikan hak pekerja atas upahnya.7 
Salah satu contoh industri batik tulis yang dikembangkan di Mojokerto adalah 
Negi Batik Tulis Majapahit sebagai pembangun ekonomi masyarakat sekitar Desa 
 
6  Afzalurrahman, Muhammad sebagai Seorang Pedagang (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1997), 
296. 
7 Ika Novi Nur Hidayati, Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Az Zarqa’, 
No. 2, Vol. 9 ( Desember 2017 ), 186. 
 


































Dinoyo Jatirejo Mojokerto, pemilik Negi Batik memberikan pelatihan atau kursus 
bagi warga sekitar sehingga berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan. 
Warga sekitar menjadi lebih produktif membuat batik dan mendapatkan ujrah 
(upah) sesuai apa yang disepakati antara pemilik Negi Batik Tulis Majapahit dan 
warga yang menghasilkan batik tulis. Dalam realitanya, ujrah (upah) yang diterima 
pekerja Negi Batik Tulis Majapahit masih dibawah UMR Kabupaten Mojokerto. Hal ini 
menjadi salah satu problematika yang dapat diteliti oleh peneliti, alasan apa yang membuat 
perusahaan masih belum dapat memberikan ujrah (upah) sesuai dengan UMR. Jika 
jumlah pekerja/buruh di Negi Batik Tulis Majapahit semakin bertambah, maka hal 
ini mengindikasikan adanya kesesuaian ujrah (upah) dengan porsi pekerjaan. 
Tetapi, dugaan ini belum dibuktikan dengan penelitian nyata di lapangan. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengadakan 
penelitian mengenai sistem pengupahan/ujrah yang diterapkan pada industri batik 
tulis Majapahit dan menganalisis apakah penerapan pengupahan sudah sesuai 
dengan prinsip ekonomi Islam. Peneliti juga menganalisis apa saja faktor yang 
berpengaruh terhadap besar kecilnya ujrah, baik melalui sistem upahnya, jam 
kerjanya, durasi bekerjanya, dan jenis pekerjaannya. Penelitian ini akan dibahas 
dalam bentuk Skripsi dengan judul “Penerapan Ujrah Tenaga Kerja Industri 
Batik di Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto”. 
  
 


































B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan penulis, maka 
masalah yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut : 
1. Negi Batik Tulis Majapahit di Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto 
memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar 
2. Perekonomian pekerja/buruh terbantu dengan keberadaan Negi Batik 
Tulis Majapahit 
3. Pemberian ujrah dengan tepat waktu 
4. Pembayaran ujrah yang tidak boleh lebih rendah dari upah minimum 
5. Ujrah dalam prinsip Ekonomi Islam 
C. Batasan Masalah 
Agar penelitian terfokus dan tepat pada sasaran yang diinginkan oleh 
karena itu penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut : 
1. Sistem ujrah (pengupahan) tenaga kerja pada Negi Batik Tulis Majapahit  
2. Penerapan pemberian ujrah kepada  tenaga kerja di Negi Batik Tulis 
Majapahit berdasarkan perspektif Ekonomi Islam  
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah diatas yang telah ditentukan oleh penulis, 
maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi : 
1. Bagaimana sistem penetapan ujrah (upah) tenaga kerja Industri Batik 
pada Negi Batik Tulis Majapahit di Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto? 
2. Bagaimana penerapan ujrah (upah) tenaga kerja di Negi Batik Tulis 
Majapahit ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam? 
 


































E. Kajian Pustaka 
Dalam melakukan penelitian ini, perlu adanya bahan pertimbangan yang 
berasal dari penelitian terdahulu dari beberapa peneliti yang menggunakan 
tema pembahasan yang sejenis. Penelitian terdahulu yang membahas 
mengenai ujrah (upah) tenaga kerja diantaranya sebagai berikut: 
Tabel 1.1 
Penelitian Terdahulu 
No. Penulis & Judul Metode Penelitian Hasil 
1. Tri Lestari dengan judul 
“Konsep Standarisasi 
UMR dalam Ekonomi 
Islam dan Implementasinya 
di Yayasan Pondok Mulya” 




deskriptif dan dengan 
melakukan riset 
lapangan. 
Realisasi sistem pemberian 
upah dapat dikatakan adil dan 
layak. Hal ini adil dengan 
pemberian upah yang tepat 
pada waktu dan tanpa 
dikurangi, dan layak, disini 
Yayasaan memberikan 
besarnya upah dengan standar 
UMR, namun perjanjian kerja 
di Yayasan tersebut didasari 
atas unsur kerelaan tanpa 
adanya suatu paksaan. 
2. Ahmad Saiful dengan judul 
“Implementasi Sisem Upah 
Terhadap Karyawan 
Konveksi di Kecamatan 




Sistem pengupahan yang 
diterapkan yaitu sistem upah 
borongan dan berdasarkan 
jangka waktu harian, per 
 


































Bukit Raya Pekanbaru 
Menurut Perspektif 
Ekonomi Islam (Studi 
Kasus Pada Home 
Konveksi Surya Pelangi di 




ekonomi Islam.  
minggu ataupun per bulan. 
Semakin banyak yang 
dikerjakan maka semakin 
banyak upah yang akan 
diperoleh pekerja. Ditinjau 
dari Ekonomi Islam penerapan 
dari sistem upah  home 
konveksi ini sesuai dengan 
profesionalitas kerja. Upah 
yang diperoleh pekerja masih 





No. Penulis & Judul Metode Penelitian Hasil 
3. Dewi Lestari dengan judul 
“Sistem Pengupahan 
Pekerja dalam Perspektif 
Ekonomi Islam (Studi 
Kasus Pada UMKM 
Produksi Ikan Teri Salim 








yang dilihat dengan 
prinsip ekonomi 
Islam. 
Sistem pengupahan yang 
diterapkan yakni upah 
borongan setiap satu minggu 
sekali di hari Jumat dan 
memberikan upah tepat waktu. 
Dalam penetapan upah, dilihat 
dari sisi nilai Ekonomi Islam 
UMKM Salim Group ini 
belum sepenuhnya 
 


































menerapkan nilai dalam 
Ekonomi Islam. Pemilik tidak 
menyebutkan besarnya upah 
yang diberikan sebelum 
pekerjaan dilaksanakan, 
kemudian upah ditentukan 
belum berdasarkan upah 
umum harga pasaran, upah 
juga belum bisa dikatakan 
dapat memenuhi kebutuhan 
pekerja dan keluarganya.  
4.  Rafiuddin dengan judul 
“Sistem Pengupahan 
Karyawan dalam 
Perspektif Islam (Studi 
Kasus pada CV. Fikram 
Jaya Teknik di Jl. Dg. 
Ramang Ruko No.02 
Sudiang Kota Makassar)”. 
Jenis penelitian yang 
digunakan adalah 
deskriptif kualitatif 










Upah sudah ditetapkan dan 
disepakati bersama antara 
pemilik CV dan karyawan 
sebelum mulai bekerja, 
karyawan mendapatkan upah 
sama per hari ataupun per 
bulan. Untuk waktu pemberian 
upah karyawan tidak sesuai 
dengan yang dianjurkan Islam 
bahwa upah harus dibayar 
tepat waktu namun di 
penelitian ini majikan 
menunda pembayaran upah 
karyawan. Dari sudut pandang 
 


































Islam, belum dapat 
dikategorikan memenuhi nilai 
dalam Ekonomi Islam (adil 
dan layak), belum termasuk 
dalam konsep adil, karena 
besarnya upah karyawan sama 
padahal tugas dan 








No. Penulis & Judul Metode Penelitian Hasil 
5. Khifdi dengan judul 
“Investigasi Mekanisme 
Pengupahan dalam 
Perspektif Ekonomi Islam 
(Studi Kasus Tokko 
Pakaian Pasar Ular 
Jakarta)”. 









Pengupahan pekerja yang 
menggunakan sistem harian, 
upah diberikan setelah 
pekerjaan selesai. Dari nilai 
Ekonomi Islam dapat disebut 
telah menerapkan nilai 
keadilan dan kelayakan, hal ini 
tercermin dalam pemberian 
upah pekerja, majikan 
 






































hari, dan juga ada perbedaan 
jumlah upah berdasarkan 
keahlian dan prestasi kerjanya. 
 
F. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah: 
1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis sistem ujrah (upah) tenaga kerja 
industri batik di Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto 
2. Menganalisis penerapan ujrah (upah) tenaga kerja Negi Batik Tulis 
Majapahit ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam 
G. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini ada 2 yaitu secara teoritis dan praktis, 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Secara Teoritis 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai upaya perluasan wawasan ilmu 
pengetahuan baru dan menjadi kontribusi  untuk pengembangan ilmu di 
bidang Ekonomi Islam khususnya mengenai ujrah dan bisnis Islam. 
Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian-
penelitian selanjutnya dan dijadikan pendukung dalam kerangka teori 
dengan pembahasan yang sejenis untuk bisa menyempurnakan teori yang 
telah ada sebelumnya. 
2. Secara Praktis 
 


































Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran penulis 
yang diharapkan bisa memberikan pertimbangan dalam penetapan ujrah 
tenaga kerja yang sesuai ketentuan perspektif Ekonomi Islam. Sehingga 
ilmu teori mengenai pengupahan Ekonomi Islam dapat diterapkan dalam 
praktiknya di Negi Batik Tulis Majapahit dan memberikan manfaat untuk 
pekerja/buruh mendapat ujrah secara adil dan layak dalam pemenuhan 
kebutuhan sehari-hari juga untuk kelangsungan kehidupan bersama 
keluarganya. 
H. Definisi Operasional 
1. Ujrah / Upah  
Ujrah / upah adalah imbalan atau harga yang dibayarkan kepada pekerja 
atas balas jasa yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 
Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga pekerja yang dibayar 
atas jasanya dalam produksi. “Upah dapat diartikan dengan sejumlah 
uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang 
pekerja atas jasanya sesuai perjanjian” pengertian tersebut menurut 
pernyataan Professor Benham yang dikutip oleh Afzalur Rahman. Ijarah 
sebutan lain dari upah, berasal dari kata al-ajru yang apabila diartikan 
dalam bahasa Indonesia memiliki arti upah atau ganti.8 
Upah menurut UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 30 yaitu hak 
pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 
 
8 Khifdi, “Investigasi Mekanisme Pengupahan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Toko 
Pakaian Pasar Ular Jakarta”, (Skripsi -- UII Yogyakarta, 2018), 25. 
 


































imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, 
atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi 
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang 
telah atau akan dilakukan.9 
2. Tenaga Kerja 
Tenaga kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 adalah setiap 
orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 
dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 
masyarakat.10 
3. Industri  
Industri menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 adalah seluruh 
bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan 
sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai 
nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.11 
I. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Untuk melakukan penelitian yang benar maka diperlukan metodologi 
penelitian yang merupakan aturan ilmiah untuk mendapatkan data dengan 
kegunaan dan manfaat tertentu. Jenis penelitian yang digunakan pada 
 
9 Departemen Tenaga Kerja RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 
4. 
10 Ibid.,2. 
11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, 2. 
 


































penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. 
Metode yang digunakan adalah studi kasus deskriptif dengan tujuan untuk 
membuat deskripsi secara berurutan dan valid mengenai fakta-fakta 
tentang pengupahan tenaga kerja dalam perspektif Ekonomi Islam juga 
menjelaskan kondisi objek yang alamiah. Pendekatan penelitian ini 
dilakukan menggunakan field research yaitu penelitian lapangan untuk 
mengamati dan mengetahui kondisi lapangan dan untuk wawancara 
mendalam kepada subjek penelitian yang terkait sehingga dapat 
mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan.12 
2. Lokasi Penelitian 
 Peneliti melakukan penelitian di Negi Batik Tulis Majapahit. 
Tepatnya terletak di Desa Dinoyo RT 03 RW 08 Kecamatan Jatirejo 
Kabupaten Mojokerto. 
3. Sumber Data 
a. Sumber primer  
Data yang dikumpulkan diperoleh secara langsung dengan 
melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan. Responden 
adalah pemilik usaha dan pekerja/buruh yang bekerja di Negi Batik 
Tulis Majapahit di Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto. 
b. Sumber Sekunder 
Peneliti menggunakan sumber data sekunder sebagai penguat dan 
pendukung dari sumber primer. Sumber data sekunder yang diperoleh 
 
12 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Bandung: IKAPI, 2016), 314. 
 


































secara tidak langsung melainkan melalui berbagai literatur, buku, 
majalah, karya ilmiah, jurnal, skripsi, berita atau situs internet resmi 
yang terkait dengan Negi Batik Tulis Majapahit dan kemudian 
dijadikan referensi untuk menyempurnakan penelitian, juga 
memberikan informasi yang jelas mengenai objek permasalahan yang 
diteliti. 
4. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data dalam suatu penelitian 
yaitu dengan cara : 
a. Wawancara  
Wawancara adalah proses interaksi peneliti dengan subjek penelitian 
untuk bertukar informasi dengan maksud untuk mengetahui fakta yang 
terjadi di lapangan. Dalam hal ini subjek penelitian menjawab beberapa 
pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, pertanyaan ditujukan langsung 
kepada pemilik usaha dan pekerja di Negi Batik Tulis Majapahit.  Kegiatan 
wawancara ini dilakukan dengan menggunakan alat rekam dan mencatat 
respon subjek penelitian untuk selanjutnya diolah secara terstruktur 
sebagai bukti telah melakukan wawancara. 
b. Observasi 
Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan pengamatan yang 
berdasarkan atas pengalaman di lapangan secara langsung. Observasi yang 
dilakukan adalah observasi partisipasi, yaitu peneliti terlibat langsung 
dalam kegiatan yang dilakukan pekerja Negi Batik Tulis Majapahit, dalam 
 


































hal ini peneliti melakukan pengamatan proses pekerja membatik kain 
dengan mengamati tingkat kesulitan yang dilakukan pekerja di tiap bagian. 
Peneliti juga melakukan observasi kegiatan perekonomian Negi Batik 
Tulis Majapahit melalui kegiatan jual beli produk kain Batik Majapahit. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi dapat diartikan penelitian yang dilakukan dengan cara 
mengumpulkan dokumen-dokumen dari perusahaan ataupun instansi yang 
berhubungan dengan penelitian tersebut.13 Peneliti mengumpulkan data 
dengan mendokumentasi dalam bentuk foto yang digunakan sebagai data 
tambahan untuk memperkuat data observasi dan wawancara yang 
dilakukan peneliti terkait dengan kondisi Negi Batik Tulis Majapahit. 
d. Triangulasi 
Kredibilitas data diperlukan dalam penelitian, dalam hal ini 
menggunakan triangulasi data bisa diartikan sebagai teknik pengumpulan 
data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data 
seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi serta sumber data yang 
telah ada.14 Pengumpulan data dengan metode ini berarti peneliti 
melakukan pengumpulan data dengan mengecek kredibilitas data. 
Triangulasi teknik dan triangulasi sumber dilakukan peneliti dalam 
penelitian ini. Peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi kepada sumber data yang sama pada triangulasi teknik, 
 
13 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), 
58. 
14 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi,...,326. 
 


































sedangkan triangulasi sumber peneliti memperoleh data dari sumber yang 
berbeda dengan menggunakan teknik yang sama yaitu wawancara. Sumber 
data tersebut adalah pemilik Negi Batik Tulis Majapahit dan para pekerja 
yang bekerja disana. 
Peneliti melakukan wawancara kepada setiap narasumber mengenai 
apa yang dikerjakan, berapa banyak ujrah (upah) yang diterima, 
bagaimana pendapatnya mengenai besaran upah yang diterima dan lain-
lain. Pertanyaan yang diajukan peneliti kepada pemilik usaha dan pekerja 
ada yang sama dan ada yang khusus ditanyakan pada pemilik saja, 
contohnya mengenai sejarah berdirinya usaha yang merupakan hal yang 
diketahui pemilik secara pribadi. Peneliti juga mengamati bagaimana 
kebiasaan keseharian pekerja di tempat kerja, misalkan dalam beribadah 
pekerja melaksanakan ibadah di sela-sela waktu istirahat di waktu dhuhur. 
5. Teknik Pengolahan Data 
Peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahap sebagai 
berikut: 
a. Editing 
Editing adalah proses memeriksa kembali data yang diperoleh dari 
lapangan, dapat melalui observasi ataupun wawancara. Dalam proses ini 
penulis mengambil informasi yang akan dianalisis dari hasil wawancara 
maupun observasi dengan pemilik usaha juga pekerja di Negi Batik Tulis 
Majapahit di Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto, kemudian disesuaikan 
keterkaitan data yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.   
 



































Organizing adalah proses menyusun kembali informasi atau data yang 
telah diperoleh dan mengelompokkan data dari lapangan yang sesuai 
dengan rumusan masalah yang dirancang. Penulis melakukan 
pengelompokan data secara sistematis yang dibutuhkan untuk dianalisis 
dan data disusun agar penulis dapat lebih mudah dalam menganalisis data.   
c. Analizing  
Analizing adalah proses menganalisis data yang telah diperoleh untuk 
mendapatkan petunjuk/jawaban dari rumusan masalah. Dalam hal ini, 
setelah data diperoleh kemudian dianalisa untuk menarik gagasan 
sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan mendapat kesimpulan 
tentang bagaimana penerapan ujrah tenaga kerja industri batik di Desa 
Dinoyo Jatirejo Mojokerto. 
  
 


































6. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian  
kualitatif. Peneliti menggunakan teknis analisis data secara deskriptif, yaitu 
penelitian memiliki tujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang 
diperoleh dari tempat penelitian yang melalui wawancara, pencatatan data di 
lapangan ataupun bahan yang lain secara sistematis. Kemudian dilakukan 
verifikasi dengan melakukan konfirmasi kebenaran data tersebut. 
Peneliti melakukan pengumpulan data yang kemudian akan 
menganalisis tentang kegiatan, kondisi maupun situasi secara deskripsi dan 
mendetail. Metode wawancara dan observasi yang nantinya akan 
menghasilkan data yang valid berupa pernyataan tertulis ataupun lisan dari 
pemilik dan pekerja industri batik di Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto. 
Kemudian dari data yang dikumpulkan, peneliti menyimpulkan hasil 
penelitian  sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan bisa memberikan 
solusi untuk masalah yang terjadi. 
J. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-
masing bab tersusun atas beberapa sub bab yang akan memperjelas lingkup 
pembahasan penelitian. Adapun sistematikanya dengan susunan sebagai 
berikut: 
Bab I : PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
 


































tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasioal, metode 
penelitian, dan sistematika pembahasan 
Bab II : KERANGKA TEORITIS atau KERANGKA KONSEPTUAL 
Bab ini memuat uraian teori yang terkait dengan penelitian yang 
sifatnya teoritis mengenai ujrah yang berfungsi sebagai landasan 
untuk penelitian. Teori yang dicantumkan dalam bab kedua ini 
adalah teori yang membahas tentang ujrah dalam Ekonomi Islam. 
Bab ini terdiri dari 4 sub bab yang diawali dengan pembahasan 
mengenai pengertian dan dasar hukum ujrah (upah) dalam Islam. 
Sub bab kedua, kontrak kerja dalam ekonomi Islam. Sub bab 
ketiga, pertimbangan dasar penyusunan ujrah (upah), dan sub bab 
keempat perbedaan tingkat ujrah (upah) perspektif ekonomi Islam. 
Bab III : DATA PENELITIAN 
Dalam bab ketiga ini berisi mengenai gambaran umum Negi Batik 
Tulis Majapahit, ruang lingkup usaha, jam kerja pekerja, dan 
penerapan ujrah tenaga kerja di Negi Batik Tulis Majapahit. 
Bab IV : ANALISIS DATA 
Pada bab keempat ini berisi uraian tentang analisis tentang 






































Bab V : PENUTUP 
Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi mengenai 
kesimpulan dan saran dari peneliti. Kesimpulan berupa jawaban 
singkat atas penelitian yang dilakukan, sedangkan saran dapat 
berupa masukan bagi peneliti selanjutnya ataupun bahan 







































KONTRAK KERJA DAN UJRAH (UPAH) DALAM ISLAM 
 
 
A. Kontrak Kerja dalam Ekonomi Islam 
1. Kewajiban dan Hak Pekerja 
Hubungan kerja antara pemilik usaha dengan pekerja perlu dijalin 
dengan baik. Jika tidak dijaga dengan baik maka dikhawatirkan akan 
terjadi permasalahan dalam hubungan kerja. Dalam Islam menjaga jalinan 
ukhuwah (persaudaraan) sangat dianjurkan untuk diterapkan. Hubungan 
kerja antara pemilik usaha dan pekerja perlu dilakukan dengan rasa saling 
menghormati kewajiban dan hak orang lain.15 Kewajiban pekerja harus 
diinfokan dengan jelas agar mereka dapat bekerja sebagaimana mestinya. 
Berikut yang menjadi kewajiban pekerja yaitu :16 
a. Mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan tekun, cermat dan 
teliti. 
b. Melaksanakan pekerjaan sesuai waktu yang telah disepakati dalam 
perjanjian 
c. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau 
pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan khusus. 
 
15 Afzalur Rahman, Economic Doktrines of Islam, Terj. Soeroyo dan Nastangin, “Doktrin Ekonomi 
Islam”, Jilid II, Yogyakarta: PR Dana Bhakti Wakaf, 1995, 384. 
16 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 154. 
 


































d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk 
dikerjakan, sedangkan jika pekerjaan berupa suatu urusan hendaklah 
mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya. 
e. Mengganti kerugian jika ada barang yang rusak, hal ini apabila 
kesalahan atau kerusakan dilakukan dengan sengaja atau 
kecerobohannya (kelengahan). 
Hak-hak pekerja yang harus dipenuhi oleh majikan adalah sebagai 
berikut :17 
a. Pekerja berhak mendapat ujrah (upah) yang memungkinkan 
untuknya menikmati kehidupan yang layak. 
b. Pekerja tidak dibolehkan diberi pekerjaan melebihi kemampuan 
fisiknya. 
c. Pekerja harus diperlakukan dengan baik dan sopan, juga dimaafkan 
jika ada  kesalahan dalam bekerja. 
d. Pekerja harus diberikan pengobatan yang sesuai jika sakit dan 
membayar biaya pengobatan yang terjadi saat itu. 
e. Pekerja harus diberikan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang 
terjadi dalam pekerjaan (hak atas jaminan sosial). 
2. Perbedaan Ujrah (Upah) dan Gaji 
Menurut ekonomi konvensional, pembayaran tenaga kerja dibedakan 
menjadi dua pengertian, yaitu ujrah (upah) dan gaji. Istilah upah biasanya 
digunakan di perusahaan-perusahaan swasta dan istilah gaji biasanya 
 
17 Afzalur Rahman, Economic Doktrines of Islam,...391. 
 


































digunakan di instansi pemerintah. Namun, pada praktiknya perusahaan 
swasta masih menggunakan istilah gaji dalam pemberian imbalan kepada 
karyawannya. Gaji diartikan suatu balas jasa yang dibayarkan kepada 
pegawai-pegawai kantor, pemimpin-pemimpin, pengawas-pengawas, 
pegawai tata usaha dan para manajer lainnya.18 Pembayaran gaji biasanya 
dilakukan berdasarkan waktu yang sudah ditentukan perusahaan. 
Berdasarkan hukum ketenagakerjaan ada perbedaan antara ujrah 
(upah) dan gaji. Perbedaannya antara lain19:   
a. Ujrah (upah) pada dasarnya merupakan imbalan kerja yang biasa 
dihitung sesuai perbuatan atau beberapa perbuatan pelaksanaan tugas 
tertentu sebagai balas jasa. Maka dari itu, ujrah (upah) pada awalnya 
digunakan untuk menyebut imbalan kerja dalam suatu pelaksanaan 
pekerjaan pekerjaan yang bersifat tidak tetap. Selain sebagai imbalan 
kerja utama, upah juga sebagai imbalan kerja tambahan. 
b. Gaji adalah imbalan kerja dalam hubungan kerja yang bersifat tetap. 
Besarnya gaji yang ditentukan tidak berdasarkan pada pekerjaan, 
melainkan dengan jangka waktu atau periode tertentu (perminggu atau 
perbulan) berdasarkan jenis pekerjaan, jabatan, berat atau ringannya 
tanggung jawab, senioritas kerja dan lain-lain. 
Maka yang membedakan ujrah (upah) dan gaji ditinjau dari jenis 
pekerjaan dan teknis pembayarannya. Jika ujrah (upah), lebih kepada 
 
18 F. Winarni dan G. Sugiyarso, Administrasi Gaji dan Upah, (Yogyakarta: Pustaka 
Widyatama,2006), 16. 
19 Taqyudin An-Nabahani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (Surabaya: 
Risalah Gusti, 1996), 83. 
 


































pekerjaan keras yang mengandalkan fisik dengan pemberian imbalan 
(pembayaran) berdasarkan banyaknya unit pekerjaan yang diselesaikan. 
Sedangkan gaji, lebih kepada pekerjaan yang menggunakan keahlian 
khusus yang pembayarannya ditetapkan berdasarkan waktu tertentu. 
3. Kontrak Kerja dalam Islam 
Kontrak kerja merupakan kesepakatan antara pekerja dengan 
pengusaha secara lisan atau tertulis, baik untuk waktu tertentu ataupun 
waktu tidak tertentu yang disertai dengan syarat-syarat kerja, kewajiban 
dan hak yang disetujui kedua belah pihak. 
 Kontrak kerja disebutkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan Pasal 51 bahwa perjanjian kerja dibuat secara 
tertulis ataupun lisan. Perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua 
belah pihak, mempunyai kecakapan dalam hukum, adanya pekerjaan yang 
diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan 
ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.20 
Ijārah terhadap tenaga kerja manusia yang diistilahkan dengan upah 
mengupah disebut ijārah al ‘amāl. Ijārah  ini digunakan untuk 
memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar ujrah (upah) atau jasa 
dari pekerjaan yang dilakukan. Jadi istilah sewa biasanya digunakan dalam 
memanfaatkan benda sedangkan istilah upah digunakan dalam 
 
20 Departemen Tenaga Kerja RI, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 14. 
 


































memanfaatkan tenaga.21 Saat melakukan kontrak kerja juga harus 
disebutkan jumlah upah sebelum pekerjaan dimulai, hal ini dilakukan 
untuk mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari. Hal ini sesuai 




رَهُُْهَْأجْ ِلمْ يـُعْ اْفـَلْ َجَرَْأِجي   
Artinya: “Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah 
upahnya.” (HR. Abd. Razzaq)22 
Hadits diatas merupakan petunjuk dari Rasulullah bahwa sebelum 
seseorang memulai pekerjaan yang akan dilakukannya, pemilik usaha 
memberitahu terlebih dahulu jumlah upah yang akan diberikan pada 
pekerja. Sehingga pekerja memiliki motivasi, lebih semangat dan nyaman 
dalam bekerja. Pekerja juga akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 
kontrak kerja yang telah disepakati dengan pemilik usaha. 
Dalam setiap kesepakatan kerja ada yang mencantumkan batas waktu 
dan ada yang tidak menentukan batas waktu. Pada transaksi ijārah, kedua 
belah pihak harus menepati kontrak yang telah disepakati, jika sudah 
ditentukan waktu kontrak maka harus mematuhinya dan tidak saling 
menambah ataupun mengurangi waktu yang disepakati. Ulama fiqh 
berpendapat untuk berakhirnya akad ijārah adalah jika tenggang waktu 
 
21 Rafiuddin, “Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV. Fikram 
Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No.02 Sudiang Kota Makassar )”, (Skripsi – UIN Alauddin 
Makassar, 2017), 21 
22 Suqiyah Mustafa’ah et al, Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad  Tijariy dalam 
Hukum Islam), (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 153. 
 


































yang disetujui dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan 
merupakan tanah pertanian, pertokoan, rumah, maka semua barang yang 
disewakan harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang 
disewa jasa seorang pekerja maka ia segera diberikan imbalan atau 
upahnya.23 
Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 
61 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa perjanjian berakhir disebabkan apabila 
pekerja meninggal dunia dan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. 
Apabila pengusaha meninggal dunia, maka ahli waris pengusaha dapat 
mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja atau 
buruh. Sedangkan jika pekerja/buruh yang meninggal dunia, ahli waris 
pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jika 
dalam mengakhiri hubungan kerja terdapat salah satu pihak yang 
mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang 
ditentukan maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar 
ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas 
waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana disebutkan 
dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 62.24 
 
 
23 Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 77. 
24 Departemen Tenaga Kerja RI, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 16. 
 


































B. Pengertian dan Dasar Hukum Ujrah (Upah) dalam Islam 
1. Definisi Ujrah (Upah) 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan 
sebagainya yang dibayarkan sebagai imbalan atau sebagai balas jasa 
tenaga yang dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.25 
Menurut Fiqih Muamalah sewa-menyewa disebut Ijārah. Menurut 
bahasa, ujrah berarti upah. Sedangkan menurut tata bahasa, ujrah ( ْ)اجرة 
atau Ijārah (اجارْة), Ijārah berasal dari kata “al-ajru” yang secara bahasa 
berarti “al-‘iwadhu” yaitu ganti. Sedangkan pandangan syara’, ijārah 
adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.26 
Ijārah juga diterjemahkan sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yaitu 
mengambil suatu manfaat tenaga manusia. Jumhur ‘ulamā’ fiqih 
berpendapat bahwa ijārah adalah menjual manfaat dan yang boleh 
disewakan adalah manfaat bukan bendanya.27  
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa al- ijārah 
berasal dari kata al-ajru. Al-ajru berarti upah atau imbalan untuk sebuah 
tenaga atau pekerjaan, sehingga al-ijārah atau al-ajru atau ujrah 
merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat baik dalam hal 
sewa jasa ataupun tenaga/jasa manusia maupun sewa suatu barang dengan 
 
25 Pusat Bahasa DepDikNas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1250. 
26 Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 187. 
27 Rachmat Syafei, Fiqih Mu’amalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122. 
 


































membayar imbalan, upah atau kompensasi tertentu.28 Ujrah (upah) yaitu 
upah untuk pekerja terbagi menjadi dua, yaitu:29 
a. Ujrah al-mislī yaitu upah yang distandarkan pada kebiasaan di suatu 
tempat atau daerah. 
b. Ujrah Simsār yaitu fee yang diambil dari harga objek transaksi atau 
pelayanan sebagai imbalan atau upah atas jasa sebagai perantara. 
Jika sebelumnya telah dibahas ujrah (upah) berlaku umum atas akad 
yang berwujud pemberian imbalan untuk suatu manfaat yang diambil, jadi 
pada garis besarnya ijārah itu terdiri atas: 
a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu seperti 
pakaian, rumah, mobil dan lain-lain.  
b. Pemberian imbalan karena suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang 
(nafs), seperti seorang pelayan restoran.30 
2. Dasar Hukum Ujrah (Upah) 
Dalam fiqih muamalah, pembahasan ujrah (upah) masuk pada materi 
tentang ijārah. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa ijārah memiliki 
makna menukar suatu manfaat dengan memberikan imbalan dalam jumlah 
tertentu. Dapat diartikan pula bahwa ijārah yaitu suatu akad yang berisi 
pengambilan manfaat dengan membayar imbalan tertentu. Dalam hal ini 
 
28 Rafiuddin, “Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV. Fikram 
Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No.02 Sudiang Kota Makassar)”, (Skripsi -- UIN Alauddin 
Makassar, 2017), 20. 
29 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2010), 871. 
30 Abdurrahman al-Jaziri, Fikih Empat Mazhab,(Semarang: as-Syifa, 1994), 96-97. 
 


































sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’an dan Hadits Rasulullah 
sebagai berikut : 
a. Al-Qur’an Surat Fussilat ayat 8 
ُنونْ  ََُْم 
ٌرَْغي  َْأج  َنْآَمُنواَْوَعِمُلواْالصَّاِِلَاِتََْلُم   ِانًّْالَِّذي 
Artinya : “Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan 
kebaikan, maka bagi mereka adalah upah (pahala) yang tanpa putus.” (QS. 
Fussilat:8)31 
Dari ayat diatas, dijelaskan bahwa setiap apa saja yang dikerjakan 
manusia akan mendapatkan balasan yang sepadan dengan apa yang 
dikerjakan tanpa adanya kerugian yang mereka terima, dan dalam ayat 
tersebut menjelaskan bahwa ujrah (upah) yang akan diterima berdasarkan 
apa yang sudah dikerjakan dalam penyelesaian produksi. 
b. Al-Qur’an Surat Al-Ahqaf ayat 19 
َلُمونَْ ََْليُظ  َْوُهم  َماََلُم  ْاَع  ۚاَْولِيُـَوفِِيَـُهم  َْدَرٰجِتَْمَِِّاَْعِمُلو   َوِلُكل 
Artinya: “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa 
yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan 
perbuatan mereka, dan  mereka tidak dirugikan.” (QS. Al-Ahqaf:19)32 
Quraish Shihab menafsirkan Q.S Al-Ahqaf ayat 19 dalam kitab Tafsir 
Al-Misbah bahwa masing-masing orang Muslim dan kafir akan 
memperoleh kedudukan yang sesuai apa yang telah dilakukan. Itu semua 
 
31 Mardani, Ayat-ayat dan Hadis-hadis Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali, 2011), 2. 
32 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Bandung : Sygma Exagrafika, 2009), 504. 
 


































Allah tunjukkan keadilan-Nya kepada mereka dan memberikan balasan 
atas perbuatan mereka tanpa dikurangi (dicurangi) sedikitpun, karena 
mereka berhak mendapat balasan yang telah ditentukan untuknya.33 Maka, 
ujrah (upah) yang dibayarkan kepada masing-masing pekerja bisa berbeda 
berdasarkan tanggung jawab dan jenis pekerjaan yang dilakukannya. 
Dalam bekerja seseorang akan memperoleh imbalan sesuai dengan apa 
yang ia kerjakan sehingga tidak merasa dirugikan. 
c. Hadits riwayat Ibnu Majah  
َْعَرقُهُْ َْيَِفَّ َلَْأن  رَُهْقـَب  َِجَيَْأج 
طُواْاۡل   اُع 
Artinya: “Berikanlah kepada pekerja upah sebelum keringatnya 
kering”  
Makna dari hadits diatas adalah segeralah dalam memberikan hak 
pekerja setelah pekerjaannya selesai dan melarang untuk menunda dalam 
pemberian ujrah (upah) kepada pekerja, karena hal itu suatu bentuk keẓa 
liman. 
3. Prinsip Ekonomi Islam dalam Ujrah (Upah) 
Prinsip mendasar yang diterapkan Rasulullah dan Khulāfāur Rāsyidīn 
adalah pertengahan, maksudnya dalam menentukan ujrah (upah) pekerja 
tidak berlebih-lebihan atau terlalu sedikit (proporsional). Tujuan utama 
dalam pemberian ujrah (upah) yaitu supaya para pekerja dapat memenuhi 
seluruh kebutuhan pokok hidupnya. Sehingga para pekerja termotivasi 
 
33 Khifdi, “Investigasi Mekanisme Pengupahan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Toko 
Pakaian Pasar Ular Jakarta)”..., 28. 
 


































untuk tidak melakukan tindakan menyimpang untuk memenuhi nafkah diri 
dan keluarganya (tidak korupsi). Dalam hukum Islam, ujrah (upah) yang 
diberikan kepada pekerja harus memiliki prinsip keadilan dan kelayakan. 
Selain itu, perjanjian atau kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja 
harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam syariat Islam dan 
batasan ujrah (upah) berupa besarnya nilai upah yang diberikan dan harus 
tepat waktu pemberian upah kepada pekerja.34  
Konsep ujrah (upah) menurut Ekonomi Islam memiliki prinsip 
keadilan dan prinsip kelayakan, yaitu:  
a. Prinsip Keadilan 
Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan transaksi (akad) 
dan komitmen atas dasar kerelaan melaksanakannya. Jadi sebelum 
pekerja menjalankan pekerjaan, harus jelas mengenai ujrah (upah) 
yang yang akan diterima meliputi besarnya ujrah (upah) dan sistem 
pembayarannya. Ujrah (upah) yang adil merupakan upah yang 
mengacu pada jasa pekerja yang berdasarkan dari beberapa hal, 
misalkan jumlah uang yang diterima, daya beli uang sebagai alat 
untuk memenuhi kebutuhan. Yaitu, ujrah (upah) kerja harus seimbang 
dengan jasa yang dilakukan pekerja.35 Adil dalam konsep ujrah (upah) 
dapat diartikan ke dalam dua makna, pertama; adil bermakna 
transparan dan jelas. Membayar ujrah (upah) secara terlambat 
 
34 Septi Wulan Sari, “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan 
Hukum Ekonomi Islam”, AHKAM, Vol. 4 No. 1 (Juli, 2016), 129-130. 
35 Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”,..., 190. 
 


































termasuk perbuatan zalim dan orang yang tidak memberikan ujrah 
(upah) pekerja tergolong orang yang dimusuhi Rasulullah di hari 
kiamat kelak. Kedua; adil bermakna proporsional artinya pekerjaan 
seseorang akan mendapat imbalan sesuai tingkat kesulitan 
pekerjaannya.36 
Selain adil dalam memberikan ujrah (upah) pada pekerja, adil 
yaitu tidak melakukan tindakan aniaya kepada orang lain dan tidak 
merugikan kepentingannya sendiri, pemilik usaha membayar bagian 
yang sudah seharusnya mereka terima sesuai pekerjaannya. Jika 
terjadi pengurangan ujrah (upah) pekerja tanpa diikuti pengurangan 
pekerjaan maka hal ini dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. 
Dalam kesepakatan kerja pihak pengusaha dan pekerja harus bersikap 
jujur dan adil, sehingga antara kedua belah pihak dapat bekerja sama 
dengan baik. Setiap pekerja didorong untuk bekerja berdasarkan 
prinsip persamaan dan keadilan pada setiap orang dan tidak hanya 
tertuju pada pihak tertentu saja.  
Secara moral dalam ekonomi Islam dijelaskan bahwa seorang 
pekerja berhak menerima ujrah (upah) ketika telah menunaikan 
pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan perjanjian kerja. 
Jika pekerja membolos bekerja dengan sengaja atau tidak 
menjalankan pekerjaannya dengan benar, maka patut untuk 
 
36 Murtadho Ridwan, “Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam”, EQUILIBRIUM, 
Vol. 1 No. 2 (Desember,2013), 255. 
 


































diperhitungkan (dipotong upahnya) karena untuk mendapat haknya 
juga harus memenuhi kewajibannya. Kalau pekerja menerima ujrah 
(upah) secara tidak adil maka akibatnya akan mempengaruhi daya beli 
dan standar kehidupan pekerja dan keluarganya. Selain itu, 
ketidakadilan akan menyebabkan rasa tidak nyaman dan bisa menjadi 
kekacauan yang menimbulkan aksi demonstrasi terhadap industri 
dalam bentuk pemogokan kerja.  
b. Prinsip Kelayakan 
Konsep ujrah (upah) dalam Islam memiliki prinsip layak, 
maksudnya adalah kelayakan ujrah (upah) yang diterima oleh pekerja 
dilihat dari tiga aspek, yaitu sandang, pangan dan papan. Layak dalam 
konsep ujrah (upah) juga dapat disesuaikan dengan pasaran. Dengan 
kata lain, ujrah (upah) yang diberikan tidak jauh dibawah upah standar 
yang diberikan. 
Dalam prinsip keadilan dibahas mengenai kejelasan, transparansi 
dan proporsional ujrah (upah) yang diberikan ditinjau dari beratnya 
pekerjaannya, maka dalam prinsip kelayakan berhubungan dengan 
besaran yang diterima dapat memenuhi pangan, sandang dan papan. 
Hubungan antara pekerja dengan pemilik (majikan) tidak hanya 
sebatas hubungan pekerjaan formal, prinsip menganggap pekerja 
sebagai keluarga pemilik usaha adalah prinsip pada Islam.37 
 
37 Hendy Herjanto, Muhammad Nurul Hafiz, “Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada 
Perusahaan Outsourcing”, Jurnal Islaminomic Vol. 7 No.1 (April 2016), 14.  
 


































Pada dasarnya ilmu Ekonomi Islam adalah suatu ilmu 
pengetahuan yang berusaha melihat, meninjau, meneliti yang pada 
akhirnya menyimpulkan dan menyelesaikan permasalahan ekonomi 
dengan cara Islami (cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam).38  
Berikut pemikiran mengenai ujrah (upah) di kalangan Islam, yaitu: 
a. Ibnu Khaldun 
Menurut Ibnu Khaldun, pembagian pekerjaan mengokohkan 
kembali solidaritas sosial. Ujrah (upah) di dalam Islam ditentukan 
berdasarkan jenis pekerjaannya, tergantung pada nilai kerjanya. 
Penghasilan yang didapat dari pertukangan adalah nilai dari kerjanya. 
Dalam pekerjaan pertukangan nilai kerja harus ditambahkan dengan 
harga produksi, karena jika tidak ada kerja maka tidak ada produksi. 
Jadi sebagian besar atau semua penghasilan dan laba menggambarkan 
nilai dari kerja manusia. 
Nilai kerja setiap manusia terletak pada keahliannya, maknanya 
pertukangan yang dikuasai adalah ukuran bagi nilai tenaga kerja yang 
menjadi sumber kehidupannya. Maka dari itu, ujrah (upah) yang 
dibayarkan untuk pekerja bisa berbeda-beda sesuai dengan tanggung 
jawab dan pekerjaannya.39 
b. Ibnu Taimiyah 
 
38 M. Sholahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 4. 
39 Dewi Lestari, “Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada 
UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiringg-Kendal)”, (Skripsi – UIN 
Walisongo Semarang, 2015), 19. 
 


































Menurut pendapat Ibnu Taimiyah seperti yang dikutip oleh Islahi, 
ujrah (upah) yang setara merupakan upah yang secara bebas  
ditentukan dengan melihat kekuatan permintaan dan penawaran pasar, 
tanpa ada campur tangan pemerintah. Namun, ketika upah 
dilaksanakan dengan tidak wajar contohnya pekerja menuntut ujrah 
(upah) yang terlalu tinggi sehingga dapat merugikan perusahaan atau 
memberikan upah sewenang-wenang, maka pemerintah berhak 
menentukan upah. Hal ini bermaksud untuk menjaga kepentingan 
pengusaha dan pekerja.40 
4. Sistem Penetapan Ujrah (Upah) dalam Ekonomi Islam 
Faktor mikro dan makro ekonomi kurang berperan dalam penetapan 
ujrah (upah), kurangnya peralihan kerja, antara perusahaan satu dengan 
perusahaan lainnya, ataupun perbedaan jenis pekerjaan yang satu dengan 
lainnya. Mengenai penentuan ujrah (upah) kerja, dalam Islam tidak 
merinci secara tekstual baik dalam al-Qur’an ataupun Hadis Rasul. Secara 
umum, ketentuan al-Qur’an yang berkaitan dengan penetapan ujrah (upah) 
kerja yaitu QS. An-Nahl ayat 90 sebagai berikut: 
َكِرْ ُمن  َشآِءَْوال  َفح  ٰهيَْعِنْال  ٰٰبَْويـَنـ  ُقر 
َتآِئِْذيْال  َساِنَْواِيـ  ِح  ِلَْواۡل  َعد  ُمُرِِْبل 
 
ََي ِيِْانَّْهللاَْ
بَـغ  َوال 
َْتذَكَُّرونَْ ْلََعلَُّكم   يَِعُظُكم 
 
40 Ahmad Saiful, “Implementasi Sistem Upah Terhadap Karyawan Konveksi di Kecamatan Bukit 
Raya Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Home Konveksi Surya 
Pelangi di Jalan Puyuh Mas)”, (Skripsi -- UIN Sultan Syarif Kasi Riau Pekanbaru, 2013), 44. 
 


































Artinya: “Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, 
dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, 
kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkan kamu supaya mengambil 
pelajaran” (QS. An-Nahl:90)41 
Ayat tersebut diatas, jika dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka 
Allah memerintahkan agar pemberi pekerjaan (pengusaha) berlaku adil, 
berbuat kebaikan, dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata “kerabat” 
yang disebutkan dalam ayat tersebut bisa diartikan “pekerja”, karena para 
pekerja sudah menjadi bagian dari perusahaan, dan ada jerih payah pekerja 
yang berjasa dalam keberhasilan pengusaha. Selain itu, dari ayat tersebut 
dapat diartikan bahwa Allah melarang berbuat keji dan melakukan 
penindasan (menganiaya) tenaga kerja. 
Upah pegawai pemerintah dijadikan acuan untuk penetapan upah 
pekerja secara umum. Ternyata, upah pegawai pemerintah menjadi 
pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat upah dalam indutri yang lain. 
Karena pemerintah mempekerjakan cukup banyak tenaga kerja yang 
terdiri dari pekerja sipil, militer dan industri, jadi tingkat gajinya yang 
terikat sangat berpengaruh pada tingkat ujrah (upah) di pasaran industri 
swasta. Maka dari itu, sangat penting agar tingkat ujrah (upah) pegawai 
pemerintah harus ditetapkan dengan prinsip keadilan dan kelayakan dan 
 
41 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya,... 277. 
 


































harus cukup sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang layak, 
dengan demikian pekerja dapat tetap bekerja dengan jujur dan maksimal.42 
 
 
Sistem penetapan ujrah (upah) dalam Islam diantaranya yaitu:43 
a. Ujrah (upah) disepakati/disebutkan sebelum pekerjaan dimulai 
Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan 
kaum muslim generasi selanjutnya, yaitu penentuan ujrah para 
pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah 
SAW bersabda: 
ْال ُهَْأنَّ رِيَْرِضَيْهللاَُْعن  ُد  َْأٰبَْسِعيِدْاۡل  َْوَعن 
 




Artinya: Dari Abi Said al-Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW 
bersabda: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus 
disebutkan upahnya” (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al-
Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah) kitab Bulughul 
Maram dan Ibanatul Ahkam.44  
 
42 Khifdi, “Investigasi Mekanisme Pengupahan dalam Perspektif Ekonomi Islam,...32. 
43 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Erlangga,2012), 202. 
44 Ibid., 515. 
 


































Dalam hadis tersebut Rasulullah sudah memberikan petunjuk, agar 
pemilik usaha terlebih dahulu memberikan kontrak kerja tentang nominal 
besarnya ujrah (upah) yang akan diterima oleh pekerja sebelum dia mulai 
melakukan pekerjaannya. Dengan adanya pemberitahuan besarnya ujrah 
(upah) yang akan diterima, diharapkan bisa memberikan motivasi 
semangat dalam bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. 
Pekerja akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak 
kerja dengan pemilik usaha. 
b. Membayar ujrah (upah) sebelum keringatnya kering 
Rasulullah SAW menganjurkan pemilik usaha untuk membayar ujrah 
(upah) pekerja setelah mereka selesai menyelesaikan pekerjaannya.45 
Rasulullah bersabda: 
طُواْ ُهَماْقَاَلْ:ْقَاَلَْرُسوُلْهللِاَْصلَّيْهللاَُْعَليِهَْوَسلََّمْ)ْاُع  ِنُْعَمَرَْرِضَيْهللاَُْعنـ  َِجَيَْوَعِنْاب  اۡل 
َْعَرقُُهْ(ْرواهْابنْماجهْ.ْويفْالبابْعنْأٰبْهريرةْرضيْهللاْعنهْعندْأٰبْ َْيَِفَّ َلَْأن  رَُهْقـَب  َأج 
 يعليْوالبيهقيْوجابرْعندْالطرباينْوكلهاْظعافْ.
Artinya: Dari Ibnu Umar ra. berkata : Rasulullah SAW bersabda: 
“Berikanlah ujrah (upah) pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R. Ibnu 
Majjah). Dan pada bab ini hadis dari Abi Hurairah ra. menurut Abi Ya’la 
dan Baihaqi, dan hadis dari Jabir menurut Tabrani semuanya Dhaif. 
 
45 Ibid., 516. 
 


































Ketentuan tersebut untuk menghilangkan kekhawatiran pekerja atau 
keraguan bahwa ujrah (upah) akan diterima secara terlambat tanpa adanya 
alasan yang dibenarkan. Namun, dalam Islam telah diatur untuk 
pembayaran ujrah (upah) kepada pekerja harus tepat waktu dan tidak 
menunda-nunda dalam memberikannya. Juga telah diberikan kebebasan 
untuk menentukan waktu pembayaran ujrah (upah) sesuai apa yang telah 
disepakati antara pekerja dengan pemilik usaha. 
Dari dua hadis diatas, sudah jelas dalam memberikan gambaran 
bahwa jika mempekerjakan pekerja harus dijelaskan terlebih dahulu ujrah 
(upah) yang akan diterima dan membayarkan ujrah (upah) sebelum 
keringat pekerja kering. Maka kedua pihak sama-sama mengerti dan tidak 
ada yang merasa dirugikan.46 
C. Pertimbangan Dasar Penyusunan Ujrah (Upah) 
Dalam penyusunan ujrah perlu diperhatikan beberapa hal yang 
menjadi pertimbangan ujrah (upah) yang diberikan. Dasar pertimbangan 
penyusunan dapat dilakukan dengan menganalisa rasio perbedaan bobot 
pekerjaan antar jabatan, kemampuan perusahaan, upah minimum, dan 
kondisi pasar. Berdasarkan prinsip keadilan, ujrah (upah) akan ditetapkan 
melalui negosiasi antara pekerja dengan pemilik usaha. Dalam 
pengambilan keputusan, dipertimbangkan secara adil sehingga dapat 
mencapai keseimbangan tingkat ujrah (upah) yang didapat pekerja, artinya 
 
46 Edwin Hadiyan, “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau Dari Prinsip Fiqih Muamalaah Dan 
Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan”, (Jurnal – IAI Latifah 
Mubarokiyah Pondok Pesantren Suryalaya, 2014). 
 


































ujrah (upah) yang diperoleh pekerja tidak terlalu rendah sehingga bisa 
mencukupi biaya kebutuhan pokok dan tidak terlalu tinggi bagi pemilik 
usaha sehingga tidak kehilangan banyak bagian dari hasil kerjasama. 
Struktur ujrah (upah) yang baik yaitu struktur yang mencerminkan 
keadilan dengan menyusun suatu struktur tugas dalam 
organisasi/perusahaan. Dengan adanya struktur tugas yang jelas yang 
sudah dipahami dan diterima oleh pekerja yang melakukan beberapa jenis 
pekerjaan, maka memungkinkan pelaksanaan penilaian pekerjaan secara 
objektif. Nilai ujrah (upah) juga sebagai salah satu cara untuk 
membangkitkan semangat dalam bekerja, dengan kata lain setiap pekerja 
perlu memahami nilai ujrah (upah) bukan hanya segi materi tetapi juga 
pada psikologi kerja.   
Beberapa alternatif pertimbangan dasar penyusunan ujrah (upah) 
dapat dengan cara sebagai berikut: 
1. Ujrah (upah) Menurut Prestasi Kerja 
Pengupahan dengan cara ini berkaitan dengan besarnya ujrah 
(upah) dengan prestasi kerja yang sudah dilakukan pekerja selama 
bekerja. Jadi ini memiliki arti bahwa besarnya ujrah (upah) tergantung 
dari banyak atau sedikitnya hasil yang dicapai selama bekerja. 
Apabila hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif maka cara ini bisa 
diterapkan. 
2. Ujrah (upah) Menurut Waktu Kerja 
 


































Menentukan besarnya ujrah (upah) dengan dasar lamanya pekerja 
melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan. Penghitungannya bisa 
dengan waktu per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Biasanya 
cara ini diterapkan jika kesulitan untuk menerapkan cara pengupahan 
berdasarkan prestasi kerja.  
Ada kelebihan dan kelemahan jika menggunakan cara ini. 
Kelebihannya yaitu bisa menjamin penerimaan ujrah (upah) yang 
pasti setiap periode, tidak memandang rendah pekerja yang sudah 
lanjut usia, dapat mencegah kejadian yang tidak diharapkan seperti: 
diskriminasi, pilih kasih ataupun kompetisi yang kurang sehat. 
Sedangkan kelemahannya yaitu kurang adanya pengakuan atas 
prestasi kerja, membutuhkan pengawasan agar pekerja sungguh-
sungguh dalam bekerja, juga dapat mengakibatkan menurunnya 
semangat padahal mampu memproduksi lebih dari rata-rata. 
3. Ujrah (upah) Menurut Masa Kerja (Senioritas) 
Pengupahan ini berdasarkan pada masa kerja atau senioritas yang 
berkaitan dengan suatu organisasi/perusahaan. Dasar yang menjadi 
standar penilaiannya adalah kesetiaan yang tinggi oleh pekerja senior. 
Semakin senior semakin tinggi nilai kesetiaannya pada organisasi. 
Kelemahan yang terlihat dari sistem ini adalah tidak dijamin bahwa 
pekerja senior memiliki kemampuan yang tinggi dibandingkan 
pekerja junior. Penentuan pemimpin disini bukan karena kemampuan 
melainkan karena masa jabatannya. 
 


































4. Ujrah (upah) Menurut Kebutuhan 
Ujrah (upah) pada pekerja dirancang berdasarkan pada kebutuhan 
hidup yang layak untuk pekerja. Ujrah (upah) yang dibayarkan wajar 
jika digunakan untuk memenuhi kehidupan keseharian yang layak 
(kebutuhan pokok minimum), tidak berlebihan dan tidak kekurangan 
pula.47 
D. Perbedaan Tingkat Ujrah (Upah) Perspektif Ekonomi Islam 
Ujrah disini merupakan sebutan upah dalam bahasa Arab yang 
memiliki definisi sebagai balas jasa yang adil dan layak dibayarkan pada 
para pekerja atas jasa yang diberikan untuk perusahaan/organisasi. Ujrah 
(upah) sebagai imbalan finansial langsung yang dibayarkan bagi pekerja 
berdasarkan jam kerja, jumlah produksi barang ataupun pelayanan yang 
diberikan.48  
Islam menjunjung tinggi nilai keadilan, termasuk dalam hal 
pengupahan tenaga kerja. Untuk menentukan tingkat upah yang adil bisa 
ditentukan dengan faktor obyektif dan faktor subyektif. Di dalam situasi 
pasar bersaing sempurna, tingkat ujrah (upah) yang adil terjadi di tingkat 
upah pasar yang sifatnya obyektif, sedangkan pada nilai kemanusiaan 
bersifat subyektif dengan menjunjung nilai kemanusiaan berdasarkan 
 
47 Susilo Martoyo, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: PT. BPFE, 1987), 130-131. 
48 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 758. 
 


































prinsip kerjasama, tolong menolong dan saling membantu.  Dalam al-
Quran surat al-Jaatsiyah ayat 22 Allah SWT berfirman: 
َلُمونَْ ََْلْيُظ  َْوُهم  َْكَسَبت  َا ِْبِم س  ُْكلُّْنـَف  َزٰي َْولُِتج  َقِِ
َضِِْبِل  َۡلر   َوَخَلَقْهللاُْالَسٰمٰوِتَْوا 
Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang 
benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang 
dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.” (QS. Al-Jaatsiyah:22)49 
Ada saatnya perbedaan ujrah (upah) yang diterima sangat terlihat, 
sebagian mendapat ujrah (upah) yang hanya mencukupi kebutuhan hidup, 
ada yang mendapat ujrah (upah) lebih sehingga dapat menggunakan untuk 
kesenangan di luar kebutuhan pokok. Bahkan, bisa mencapai suatu 
kehidupan yang begitu mewah. Namun, yang penting untuk dianalisa 
adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan ujrah (upah) 
tersebut. Berikut faktor-faktor yang menjadi sebab dari perbedaan ujrah 
(upah) yaitu:50 
1. Perbedaan jenis pekerjaan 
Kegiatan ekonomi meliputi beberapa jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan 
tersebut diantaranya adalah pekerjaan yang ringan dan sangat mudah. 
Juga ada pula pekerjaan yang memerlukan tenaga ekstra. 
2. Perbedaan kemampuan, keterampilan, dan pendidikan 
 
49 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya,...500. 
50 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Ekonomi Mikro, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 
1997), 310. 
 


































Kemampuan, keterampilan dan keahlian pekerja di dalam suatu 
pekerjaan sangat berbeda satu dengan yang lain. Ada beberapa pekerja 
yang memiliki kemampuan fisik dan mental yang lebih unggul dari 
pekerja lainnya. Sebagian pekerja memiliki ketekunan, kepandaian, 
dan ketelitian yang lebih baik. Sifat-sifat pekerja tersebut membuat 
mereka memiliki produktifitas kerja yang tinggi.51 
3. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja 
Semua kebijaksanaan ekonomi dan sosial dapat mempengaruhi 
penghasilan masyarakat, memiliki dampak langsung dan tidak 
langsung terhadap tingkat pertumbuhan pendapatan, baik di desa atau 
perkotaan, maka keberadaannya juga mempengaruhi keadaan dan 
arus mobilitas kerja yang besar. Dalam konteks mobilitas tenaga kerja 
ini memiliki arti, jika terjadi perbedaan upah maka pekerja akan 
beralih ke perusahaan yang upahnya lebih tinggi.52  
Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja bisa disebabkan 
oleh faktor geografis. Ketika di beberapa tempat tertentu terdapat masalah 
kekurangan pekerja meskipun tingkat upahnya lebih tinggi, padahal di 
tempat lain ada banyak pengangguran dan tingkat ujrah (upah) bisa 
dikatakan lebih rendah. Dalam situasi seperti ini, wajar jika para 
penganggur berpindah ke tempat yang sedang kekurangan tenaga kerja. 
 
51 Adi Sasono et al, Pembaharuan Sistem Upah, (Jakarta: Cides, 1994), 26. 
52 Panyaman P. Simanjuntak, Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia, (Jakarta: LPEEUI, 1998), 
52. 
 


































Perbedaan tingkat ujrah (upah) bisa terjadi karena perbedaan 
keuntungan yang bukan berupa uang. Bisa juga dikarenakan oleh 
ketidaktahuan atau keterlambatan. Namun, untuk beberapa hal, hukum 
Islam mengakui terdapat perbedaan ujrah (upah) di tingkatan kerja. 
Hal ini karena adanya perbedaan keahlian, kemampuan juga bakat 
bisa menyebabkan perbedaan hasil material dan penghasilan. Sesuai 
dengan Firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 32: 
ٌبْ ْلِلِرَِجاِلَْنِصي  ض ٍۗ َْعٰليْبـَع  َضُكم 
اَْماَْفضََّلْهللاُْبِهْبـَع  ٌبَْوََلْتـََتَمنِـو 
َْولِلنَِِسآِءَْنِصي  َتَسُبواٍۗ َمَِِّاْاك 
ْ َْكاَنِْبُكلِِ ِْانَّْهللَا ِلهٍۗ َْفض  ئَـُلواهللَاِْمن  َْوس  ٍَۗ َتَسب 
اَمَِِّاْاك  مر
ء َْعِلي  َشي   
Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan 
Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain karena 
bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi 
para (wanita) pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan 
mohonlah kepada Allah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah mengetahui 
segala sesuatu.” (QS. An-Nisa’:32)53 
Dari ayat tersebut, dapat diartikan bahwa perbedaan tingkat ujrah 
(upah) bisa terjadi karena perbedaan bakat, kemampuan dan kesanggupan. 
Hal ini telah diakui di dalam Islam. Namun, dengan syarat pemilik usaha 
tidak diperbolehkan mengeksploitasi tenaga pekerja. Pengusaha kapitalis 
dalam menentukan ujrah (upah) pekerja tanpa mempertimbangkan 
 
53 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya,...83. 
 


































kebutuhan hidupnya, sedangkan dalam Islam, ujrah (upah) menjadi 







































Ujrah (Upah) Tenaga Kerja di Negi Batik Tulis Majapahit  
Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto  
 
 
A. Gambaran Umum Desa Dinoyo 
Desa Dinoyo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 
Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Luas wilayah Desa Dinoyo 1.347 km2. 
Kecamatan Jatirejo adalah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Mojokerto 
yang terletak di barat daya. Kecamatan Jatirejo memiliki  luas wilayah 34.733 
km2, terdiri dari 19 desa, antara lain desa Tawangrejo, Rejosari, Jembul, 
Manting, Sumberjati, Lebak Jabung, Bleberan, Sumber Agung, Baureno, 
Jatirejo, Dukuhngarjo, Gading, Kumitir, Sumengko, Gebangsari, Dinoyo, 
Padang Asri, Mojo Geneng, Karang Jeruk.  
Batas wilayah Desa Dinoyo yaitu sebelah utara: Desa Sumengko, sebelah 
selatan: Desa Lebak Jabung, sebelah timur: Desa Padang Asri, dan sebelah 
barat: Desa Gading. Jarak Desa Dinoyo ke Kecamatan 2 km, sedangkan jarak 
ke Kabupaten Mojokerto 13,5 km. 
Berdasarkan informasi statistik Desa Dinoyo, tahun 2020 penduduk laki-
laki berjumlah 1.460 orang. Sedangkan penduduk perempuan berjumlah 
1.486 orang. Sehingga total penduduk Desa Dinoyo pada tahun 2020 adalah 
sejumlah 2.946 orang. 
 


































Tingkat perekonomian masyarakat di Desa Dinoyo dapat dikategorikan 
cukup baik. Namun masih ada beberapa orang yang tingkat perekonomiannya 
dibawah UMK. Mayoritas mata pencaharian masyarakat setempat menjadi 
karyawan swasta, petani, dan wiraswasta untuk mencukupi kebutuhan sehari-
hari. Berikut tabel mata pencaharian pokok masyarakat Desa Dinoyo. 
Tabel 3.1 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Dinoyo 







1. Wiraswasta  276 116 392 
2.  Karyawan swasta 202 68 270 
3.  Petani 32 13 45 
4.  Buruh Tani 68 23 91 
5.  PNS 39 24 63 
6.  TNI 4 - 4 
7.  POLRI 3 2 5 
8.  Pensiunan 20 17 37 
9.  Guru 15 27 42 
10.  Pedagang 37 45 82 
11.  Karyawan BUMN 5 1 6 
12.  Buruh Harian 37 6 43 
13.  Peternak 3 - 3 
14.  Dokter 1 - 1 
15.  Bidan  - 2 2 
 Sumber Data: Statistika Desa Dinoyo 
Dari tabel diatas pekerja Batik Negi Tulis dapat dikategorikan masuk 
dalam karyawan swasta dan buruh harian. Pekerja direkrut dari warga 
sekitar Desa Dinoyo dan ada yang dari Desa Baureno. Dengan tujuan ingin 
melestarikan budaya, memperoleh keuntungan juga mengurangi angka 
pengangguran.  
 


































B. Sejarah Berdirinya Negi Batik Tulis Majapahit 
Negi Batik Tulis Majapahit merupakan salah satu Home Industry yang 
memproduksi kain batik dan juga menerima pelatihan pembuatan batik. 
Pemilik usaha batik ini yaitu Ibu Heni Yunina yang lahir di Mojokerto, 11 
Desember 1964.  Sebelum berdirinya Negi Batik Tulis Majapahit, Ibu Heni 
telah merintis usaha konveksi busana muslim dengan merk “Exellent” dan 
“Din-Din” sejak tahun 2002. Kemudian mengembangkan bisnis dengan 
mendirikan Negi Batik Tulis Majapahit ini pada tahun 2008. Motivasi Bu 
Heni untuk terjun di dunia batik karena sejak kecil suka menggambar 
sehingga tidak hanya berbisnis tetapi juga menyalurkan hobinya. Selain itu, 
Bu Heni juga bertujuan ingin melestarikan budaya daerah yaitu Batik 
Majapahit supaya lebih dikenal masyarakat luas. Lokasinya berada di Desa 
Dinoyo RT.03 RW.08 Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto dengan luas 
wilayah 5000 m2.  
Negi Batik memproduksi kain batik tulis dan batik cap, selain itu juga  
mengadakan pelatihan membuat batik. Negi Batik menjadi penggerak atau 
salah satu pencetus desain batik majapahit di Kabupaten Mojokerto, membuat 
motif berdasarkan ciri khas yang menunjukkan kearifan lokal kerajaan 
Majapahit yaitu: batik Surya Majapahit, batik Buah Mojo Pahit, batik Prahu 
Layar Majapahit, batik Parang Mojo, dan batik Godong Pupus Mojo. Salah 
satu desain yang dikembangkan oleh Bu Heni adalah motif Jumput Surya 
Majapahit. Omzet produksi batik mencapai 20 lembar kain per hari, sehingga 
 


































rata-rata pendapatan dari hasil penjualan batik bisa mencapai Rp 35.000.000 
per bulan.54 
 Gambar 3.1 Gambar 3.2 
 Lokasi Negi Batik Tulis Majapahit Negi Batik Tulis Majapahit 
 
            
 Sumber Dokumentasi Pribadi Sumber Dokumentasi Pribadi 
 
 Gambar 3.3 Gambar 3.4 
 Produk Negi Batik Pameran Batik di Jawa Timur 
 
    
 Sumber Dokumentasi Pribadi Sumber Dokumentasi Negi Batik 
 
 
54 Ibu Heni Yunina, Wawancara, Mojokerto, 23 Maret 2020. 
 


































C. Jumlah Tenaga Kerja di Negi Batik Tulis Majapahit 
Negi Batik ini memiliki 10 orang tenaga kerja, pekerja laki-laki 
berjumlah 1 orang dan pekerja perempuan berjumlah 9 orang. Mayoritas 
pekerja disini telah berumah tangga, namun juga ada yang baru saja lulus dari 
sekolah. Tenaga kerja yang direkrut tidak dilihat berdasarkan standar 
pendidikannya, yang tidak sekolah pun juga bisa menjadi pekerja asalkan 
memiliki keahlian dalam membatik. Lulusan SD, SMP, ataupun SMA boleh 
mengikuti pelatihan selama dua pekan.  
Proses perekrutan karyawan di Negi Batik diawali dengan diadakannya 
pelatihan, pemilik menentukan mana yang layak untuk dipekerjakan di Negi 
Batik Majapahit dengan keahlian yang dibutuhkan. Sedangkan yang tidak 
berbakat otomatis tidak bisa lanjut untuk bekerja di Negi Batik. Beberapa 
pekerja yang direkrut merupakan warga sekitar Negi Batik, sehingga hal 
tersebut salah satu bentuk positif untuk mengurangi pengangguran dan 
membantu meningkatkan perekonomian warga sekitar. Selama 6 hari pekerja 
aktif bekerja, mulai pukul 08.00-16.00 WIB. Ada istirahat pada pukul 12.00-
13.00 WIB, jadi setiap harinya para pekerja bekerja selama 7 jam. 
Berakhirnya jam kerja di Negi Batik Tulis Majapahit sudah ditentukan 
pada pukul 16.00 WIB. Apabila pada pukul 16.00 WIB terdapat pekerjaan 
yang belum selesai, maka pekerjaan dapat dilanjutkan keesokan harinya 
karena tidak ada sistem lembur. 
Para pekerja tidak mendapat makan siang, tetapi pemilik memberikan 
uang makan setiap satu bulan sekali. Jadi beberapa pekerja ada yang 
 


































membawa bekal makanan dari rumah masing-masing dan yang rumahnya 
dekat bisa pulang untuk makan di jam istirahat. Mulai pukul 08.00 pekerja 
melakukan pekerjaan di bagiannya masing-masing, ada yang mendesain, 
memotong kain, menggambar di kain, mencanting/cap, mewarna, merebus, 
finishing, dan marketing. Adapun data pekerja di Negi Batik Majapahit adalah 
sebagai berikut: 
Tabel 3.2 Data Pekerja Negi Batik Tulis Majapahit 
No. Nama Umur Bekerja Selama 
1. Argha 25 Tahun 2 Tahun 
2. Ebin 40 Tahun 12 Tahun 
3. Mardiyah 47 Tahun 12 Tahun 
4. Siti 45 Tahun 10 Tahun 
5. Yuni 44 Tahun 5 Tahun 
6. Yulita 19 Tahun 2 Bulan 
7. Irna 35 Tahun 5 Tahun 
8. Shofa 35 Tahun 10 Tahun 
9. Fida 21 Tahun 1 Tahun 
10. Sini 42 Tahun 8 Tahun 
Sumber: Ibu Heni (Pemilik Negi Batik Tulis Majapahit) 
D. Proses Produksi Batik  
Bahan utama pembuatan batik yaitu kain mori, yang berasal dari bahan 
kapas yang sudah melalui proses pemutihan. Bahan lainnya ada malam (lilin 
batik) dan zat pewarna (sintetis dan alam). Peralatan yang digunakan dalam 
membatik yaitu canting, wajan, kompor kecil, gawangan, dan kursi. Adapun 
proses produksi batik majapahit ini mulai dari kain polos menjadi kain batik 
prosesnya cukup panjang dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama. 
 


































Langkah pertama, kain dipotong sesuai ukuran yang sudah ditentukan 
yaitu 2 meter. Kain selanjutnya dicuci atau dikloyor, setelah dikeringkan 
kemudian gambar desain diatas kain dengan pola yang memiliki unsur 
keterkaitan dengan Majapahit. Jika proses menggambar sudah selesai secara 
keseluruhan pada kain, maka selanjutnya proses mencanting dengan alat yang 
bernama canting yaitu sebagai alat melukis motif batik. Lelehkan atau 
panaskan lilin batik diatas wajan hingga mencair keseluruhan, lilin batik ini 
secara garis besar berfungsi sebagai penutup bagian tertentu agar tidak 
terkena pewarna atau disebut sebagai perintang. Perlu diperhatikan untuk 
posisi duduk saat mencanting agar tungku batik ada di sebelah kanan untuk 
memudahkan mengambil lilin. Celupkan canting ke dalam wajan hingga terisi 
oleh lilin panas, setelah itu mulai menggoreskan canting di atas kain yang 
sudah dipola dengan cara menggoreskan dari kiri ke kanan.  
Kemudian setelah mencanting pola utama, isilah pola yang kosong 
dengan ornamen seperti titik-titik maupun garis arsiran. Misalkan pada 
gambar daun yang memiliki tulang daun maka dapat diisi garis sesuai 
kebutuhan. Selanjutnya proses mengeblok bagian kain yang tidak ingin 
terkena warna, proses ini dilakukan jika dibutuhkan warna awalnya. 
Kemudian proses pencelupan warna, diperlukan beberapa kali celupan untuk 
memunculkan warna. Pewarna yang digunakan yaitu pewarna sintetis 
maupun pewarna alam. Tiriskan kain yang sudah dicelup dan diamkan agar 
warnnya dapat meresap maksimal pada kain. Proses berikutnya merebus kain 
 


































dalam air mendidih untuk meluruhkan lilin yang ada pada kain sehingga motif 
batik dapat terlihat, proses ini disebut dengan ngelorod. 
Batik yang dihasilkan setiap harinya tidak menentu, tergantung pada 
kerumitan motif yang dibuat. Kalau produksi batik tulis prosesnya bisa 
mencapai 2-3 hari per lembar, sedangkan produksi batik cap bisa mencapai 
15-20 lembar per hari jika sedang ramai pesanan.55 Produk Negi batik 
didistribusikan di beberapa galeri batik yang dibentuk oleh komunitas 
pengusaha batik, tetapi untuk toko pusatnya tetap berada di Dinoyo Jatirejo 
Mojokerto sekaligus tempat produksi. 
Gambar 3.5 
Proses Mencanting Motif Batik 
 
Sumber Dokumentasi Negi Batik 
 
E. Kontrak Kerja  
Hubungan kerja berkaitan dengan adanya kontrak kerja antara pemilik 
usaha dengan pekerja. Kontrak kerja di Negi Batik Tulis Majapahit tidak 
dilakukan secara tertulis, tetapi kesepakatan hanya dilakukan secara lisan 
 
55 Ibu Siti, Wawancara, Mojokerto, 23 Maret 2020. 
 


































saja. Dalam pandangan Islam kontrak kerja secara lisan diperbolehkan tetapi 
akan lebih baik juga kontrak kerja bisa dilakukan secara tertulis, agar suatu 
hari nanti tidak menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. 
Pemilik usaha Negi batik saat menerima pekerja menyampaikan apa saja 
tugas yang harus dikerjakan selama bekerja, pekerjaan dimulai pada pukul 
08.00-16.00 WIB. Kesepakatan tersebut disampaikan secara lisan, tidak 
dilakukan kontrak kerja secara tertulis. Tidak ada kesepakataan yang 
disampaikan mengenai masa kerja, jadi pekerja melakukan pekerjaan sampai 
mereka ingin berhenti dari pekerjaannya. Karena diawal perekrutan pekerja 
terlebih dahulu diberikan pelatihan, pelatihan ini dilakukan selama 2 minggu 
untuk melihat keterampilan calon pekerja. Pemilik Negi Batik menyampaikan 
“pelatihan ini diadakan untuk melihat skill yang anda miliki, jika 
keterampilan tidak memenuhi syarat dalam membatik maka anda tidak bisa 
kami terima untuk melanjutkan bekerja di sini”.56 
Pemilik Negi Batik juga memberitahu jumlah ujrah (upah) yang akan 
diterima oleh pekerja diawal. Sehingga mereka lebih termotivasi dalam 
bekerja dengan semangat dan dapat memproduksi mencapai target. Ujrah 
(upah) di Negi Batik ditentukan oleh pemilik, ada kesepakatan antara pemilik 
dengan pekerja di bagian tertentu dalam penentuan ujrah (upah). Di bagian 
mencanting pemilik dan pekerja berdiskusi mengenai harga setiap lembarnya 
dalam mencanting motif batik. Kesepakatan harga yang didiskusikan ini 
 
56 Ibu Heni Yunina, Wawancara, Mojokerto, 1 Desember 2019. 
 


































berdasarkan kerumitan motif dan sedikit atau banyaknya motif yang dibuat 
dalam satu lembar kain. 
F. Sistem Pembayaran Ujrah(Upah) 
Ujrah (upah) merupakan suatu imbalan kepada pekerja atas jasa yang 
telah dan akan dilakukan. Ujrah (upah) berfungsi sebagai jaminan 
kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi 
dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu 
persetujuan. Sistem pengupahan yang baik akan menentukan kesejahteraan 
bagi pekerja, hal ini juga akan berdampak bagi masa depan perusahaan. Jika 
pekerja merasa puas dengan ketetapan perusahaan, maka pekerja 
menjalankan pekerjaan dengan hasil yang maksimal. Tetapi jika sebaliknya, 
maka akan membuat kemerosotan perusahaan dalam hal produksi karena 
pekerja yang kurang maksimal. 
Ujrah (upah) yang ditentukan di Negi Batik Tulis Majapahit merupakan 
standar pasaran yang berlaku  untuk pembatik pada umumnya di wilayah 
sekitar Mojokerto. Dalam menentukan ujrah (upah), pemilik dan pekerja 
berdiskusi mengenai harga setiap lembarnya dalam mencanting motif batik 
tergantung pada kerumitan motif yang dibuat. Namun keputusan ujrah (upah) 
tetap pemilik yang berwenang, tujuannya agar tidak ada pihak yang dirugikan 
baik itu pekerja ataupun pemilik usaha. Untuk sistem pembayaran ujrah 
(upah) di Negi Batik Tulis Majapahit ada 2 sistem yaitu sistem borongan 
(mingguan) dan sistem bulanan. 
  
 


































a. Sistem Borongan  
Pada sistem borongan ini, pemilik usaha memberikan ujrah (upah) 
kepada pekerja setiap satu minggu sekali di hari sabtu. Ujrah (upah) yang 
pekerja terima berbeda-beda tergantung pada pekerjaan yang diselesaikan. 
Pekerja yang menerima ujrah (upah) setiap  satu minggu sekali adalah 
yang bertugas menggambar, mencanting/cap, mewarna, dan merebus. 
Pekerja di bagian tersebut menerima ujrah (upah) berkisar antara Rp 
180.000 sampai Rp 300.000 per minggu.57 Perbedaan ujrah (upah) yang 
diterima disebabkan karena bagian-bagian yang dikerjakan memiliki 
tingkat kesulitan yang berbeda dan membutuhkan keahlian masing-
masing.  
Sistem pemberian ujrah (upah) bagian dihitung dengan ketentuan 
setiap 1 lembar kain batik. Biasanya ujrah (upah) yang diperoleh pekerja 
per harinya sekitar Rp 30.000 sampai Rp 50.000 bergantung pada 
banyaknya produksi yang dihasilkan.58 Pada sistem ini, jika perusahaan 
mendapat banyak pesanan kain batik, pekerja akan ditarget harus 
menghasilkan batik sebanyak yang dipesan tepat pada waktunya. Tetapi, 
jika tidak ada pesanan maka pekerja tetap menyelesaikan pekerjaan 




57 Ibu Yuni, Wawancara, Mojokerto, 23 Maret 2020. 
58 Mbak Yulita, Wawancara, Mojokerto, 23 Maret 2020. 
 


































Tabel 3.3 Ujrah (Upah) Pekerja Dalam Satu Minggu 
No. Nama Tugas 
Total Upah Satu 
Minggu 
1. Siti  Mencanting, mewarna Rp 250.000 
2. Yuni Mencanting, cap Rp 250.000 
3. Yulita Menggambar, menjahit Rp 180.000 
4. Irna Menjahit Rp 300.000 
5. Fida Menggambar, mewarna Rp 210.000 
6. Sini Merebus  Rp 250.000 
Sumber: wawancara pekerja Negi Batik Tulis Majapahit 
Nominal tersebut diatas merupakan standar yang diperoleh pekerja, 
jumlah itu bisa berubah jika produksi yang dihasilkan meningkat. 
Pemberian ujrah (upah) bisa diperoleh melebihi nominal tersebut jika 
pekerja mengerjakan produksi batik lebih banyak, jika batik tulis yang 
dikerjakan maka membutuhkan waktu 3 hari untuk menyelesaikan satu 
kain. Jika batik cap yang dikerjakan maka dalam satu hari bisa 
memproduksi sampai 20 lembar kain batik. 
Semakin banyak pekerja memproduksi batik, maka semakin besar 
pula ujrah (upah) yang diterima oleh pekerja tersebut. Pemberian ujrah 
(upah) tersebut merupakan wujud penghargaan terhadap pekerjaan yang 
dilakukan oleh pekerja. 
b. Sistem Bulanan 
Sistem pemberian ujrah (upah) secara bulanan ini diberlakukan hanya 
kepada beberapa pekerja, misalnya yang bertugas di bagian marketing dan 
desain batik. Pekerja dapat menerima ujrah (upah) di akhir bulan , dapat 
menerima langsung dari pemilik usaha. Dari semua pekerja, yang 
 


































mendapat ujrah (upah) bulanan ada 4 orang. Berikut data ujrah (upah) 
yang diperoleh pekerja: 
Tabel 3.3 Ujrah (Upah) Pekerja Dalam Satu Bulan 
No. Nama Tugas 
Total Upah 
Satu Bulan 
1. Argha Marketing Rp 2.000.000 
2. Ebin Mendesain batik Rp 2.000.000 
3. Shofa Finishing (Packing) Rp 1.000.000 
4. Mardiyah Memotong kain, mencanting Rp 1.600.000 
Sumber: wawancara pekerja Negi Batik Tulis Majapahit 
Semua pekerja setiap harinya mengerjakan tugasnya di bagian 
masing-masing dan diberikan ujrah (upah) sesuai dengan apa yang sudah 
dikerjakan, sehingga tidak ada kasus pekerja yang tidak dibayar ujrah 
(upah)nya.  
Ujrah (upah) yang diperoleh pekerja dari Negi Batik Tulis Majapahit 
Desa Dinoyo tersebut jika dikalkulasikan dalam satu bulan dengan ujrah 
(upah) per minggu sebesar itu, maka ujrah (upah) masih dibawah upah 
minimum Kota/Kabupaten (UMK). Bagi sebagian pekerja menganggap 
bahwa penghasilan yang diperoleh dari Negi Batik dirasa cukup untuk 
membantu perekonomian keluarga.59 
  
 
59 Ibu Siti dan Ibu Yuni, Wawancara, Mojokerto, 23 Maret 2020. 
 



































Analisis Penerapan Pembayaran Ujrah (Upah) Tenaga Kerja Negi Batik 
Tulis Majapahit Secara Ekonomi Islam 
 
 
A. Analisis Sistem Penetapan Ujrah (Upah) Tenaga Kerja 
Sistem penetapan ujrah (upah) tenaga kerja di Negi Batik ditetapkan 
sesuai dengan kontrak kerja diawal penerimaan pekerja. Kesepakatan dalam 
penetapan ujrah (upah) pekerja disini menggunakan system Borongan dan 
sistem Bulanan. Kontrak kerja menjadi hal penting yang perlu diperhatikan 
dalam bekerja, karena dalam kontrak kerja ada kesepakatan antara pihal 
pekerja dengan pemilik usaha yang membahas mengenai hak dan kewajiban 
kedua belah pihak.   
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa kontrak kerja di 
Negi Batik Tulis Majapahit Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto tidak dilakukan 
secara tertulis. Kesepakatan kerja yang dilakukan antara pemilik usaha 
dengan pekerja secara lisan dengan memberi tahukan besaran ujrah (upah) 
yang akan diterima di setiap hasil produksi ataupun per bulannya. Hal tersebut 
tidak dilarang dalam syari’at Islam, namun akan valid jika kontrak kerja 
dilakukan secara tertulis juga. Dengan memiliki tujuan agar tidak ada pihak-
pihak yang dirugikan dan mencegah terjadinya permasalahan di kemudian 
hari. 
 


































Adanya kesepakatan antara pemilik usaha dengan pekerja (di bagian 
mencanting motif batik dan mencolet/mewarna) dalam penentuan jumlah 
ujrah (upah) yang diterima pekerja disepakati kedua belah pihak. Jadi 
kesepakatan harga atas jasa mencanting batik tersebut dimusyawarahkan 
berdasarkan kerumitan motif batik yang dikerjakan oleh pekerja. Namun, 
untuk pekerja di bagian lainnya jumlah ujrah (upah) ditentukan oleh pemilik 
sepihak saja yaitu pekerja diberitahu besaran ujrah (upah) yang akan 
diperoleh pada saat diterima bekerja. Dari praktik yang dijalankan di Negi 
Batik Tulis Majapahit ini sebagian sudah sesuai dengan anjuran syariat Islam, 
yaknii memberikan ujrah (upah) pekerja sesuai dengan kesepakatan kedua 
belah pihak. Namun, ada juga unsur dimana pekerja menyatakan bahwa mau 
tidak mau harus cukup atas ujrah  (upah) yang diterimanya, disini dapat 
dikatakan bahwa ujrah (upah) yang diterima masih rendah dan diketahui 
bahwa nominal yang diterima pekerja dibawah ketentuan Upah Minimum 
Kabupaten Mojokerto (Rp 4.179.787). 
Perusahaan yang memberikan ujrah (upah) dibawah UMR dapat 
diketahui dari perjanjian kerja atau kontrak kerja antara perusahaan dengan 
pekerja. Setiap perusahaan tidak memaksa calon pekerja untuk bergabung di 
perusahaan dengan ujrah (upah) yang telah ditentukan tersebut. Tetapi calon 
pekerja yang dapat memutuskan apakah akan menerima atau menolak ujrah 
(upah) di bawah UMR yang akan diberikan oleh perusahaan. Karena suatu 
perjanjian kerja pada prinsipnya memerlukan kesepakatan dari kedua belah 
pihak, yakni pekerja dan pemilik usaha. Sehingga perjanjian kerja tersebut 
 


































dapat berlaku sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Ketentuan hukum 
yang berlaku jika perusahaan memberikan ujrah (upah) rendah, padahal 
sudah ada ketentuan besaran UMR tiap tahunnya. 
Ketentuan upah minimum bagi karyawan merupakan kewajiban 
perusahaan untuk diberikan kepada pekerja. Penting bagi calon pekerja 
maupun perusahaan untuk mengetahui besaran nilai UMR (Upah Minimum 
Regional) Kota/Kabupaten untuk menjadi acuan besaran nilai ujrah (upah) 
yang harus diberikan oleh perusahaan atau yang seharusnya diterima oleh 
pekerja. Pada prinsipnya, setiap perusahaan dilarang membayar ujrah (upah) 
pekerja lebih rendah dari ujrah (upah) minimum yang sudah ditentukan 
pemerintah. Karena pemerintah telah menetapkan upah minimum 
berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas 
serta pertumbuhan ekonomi.  
Pada kenyataannya, masih ada sejumlah perusahaan yang memberikan 
ujrah (upah) dibawah UMR secara sengaja kepada pekerja meskipun 
sebenarnya perusahaan mampu untuk memberikan ujrah (upah) sesuai atau 
bahkan melebihi UMR. Namun, ada alasan tertentu mengapa perusahaan 
belum bisa memberikan ujrah (upah) sesuai skala UMR yang berlaku. Salah 
satunya karena skala perusahaan masih kecil, atau kondisi keuangan 
perusahaan yang kurang stabil. Alasan lainnya karena laju perekonomian 
yang melambat, sehingga dapat berdampak pada operasional perusahaan 
secara keseluruhan.  
 


































B. Analisis Sistem Penetapan dan Penerapan Ujrah (Upah) Tenaga Kerja 
Prinsip penting dalam menentukan ujrah (upah) pekerja adalah sikap 
adil, layak, dan tidak merugikan orang lain. Prinsip tersebut harus dimiliki 
oleh pemilik usaha agar tidak terjadi permasalahan di masa mendatang. 
Permasalahan tentang ujrah (upah) tidak hanya terkait dengan uang saja, 
tetapi juga pada wujud saling tolong menolong dan apresiasi/penghargaan 
kepada sesama atas apa yang telah dikerjakan. Dalam Islam sangat dianjurkan 
agar manusia menjadi bermanfaat untuk satu dengan yang lain, juga untuk 
saling tolong menolong dalam kebaikan. Karena manusia adalah makhluk 
sosial yang saling membutuhkan. 
Kerjasama dalam bekerja yaitu seperti sistem pengupahan merupakan 
salah satu bentuk dari tolong menolong. Kerjasama yang dimaksud adalah 
saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pengusaha diuntungkan 
dengan hasil kerja pekerja dan pekerja diuntungkan karena mendapat imbalan 
atas jerih payahnya. Terciptanya perbedaan kedudukan agar antar manusia 
dapat saling tolong menolong dan bermanfaat bagi satu dengan lainnya. 
Dalam penentuan ujrah (upah), pemilik usaha dianjurkan menerapkan 
sikap adil dan tidak membebani seorang pekerja. Sebagaimana sabda 
Rasulullah dalam hadits berikut: 
َْصلَّيْهللاَُْعَليْ َأٰبُْهَريـْ َْعنْ  َوتُُهَْوََلُتَكلُِِفونَُهِْكَْطَعاُْمُهْوَِكسْ ُلوْ َممْ ِهَْوَسلََّمْقَاَلْلِلْ رََةَْعنْالنَِّبِِ
َعَمِلَْماََلْيُِطيقُِْمنْالْ   
 


































Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص Beliau bersabda: “Seorang 
hamba sahaya berhak untuk mendapatkan makanan dan pakaiannya, 
janganlah kalian bebani dia dengan pekerjaan yang diluar kemampuannya.”” 
Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Dari hadits 
ini bisa disimpulkan bahwa ujrah (upah) haruslah membuat pekerja tercukupi 
untuk memenuhi kebutuhan makanan dan pakaian untuk dirinya dan 
keluarganya tanpa membuat pekerja dibebani secara berlebihan dalam 
bekerja.  
Hasil dari penelitian menggambarkan bahwa, para pekerja Negi Batik 
Tulis Majapahit Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto tidak merasa terbebani 
dengan pekerjaan yang diperintah oleh pemilik, jadi mereka bekerja tidak 
dalam kondisi yang tertekan dan pekerja memperoleh ujrah (upah) sesuai 
dengan apa yang telah mereka kerjakan dan dengan jumlah yang telah 
disepakati. 
Selain adil dan tidak membebani, yang harus diterapkan juga asas 
kerelaan antara kedua belah pihak. Seperti disebutkan dalam QS. An-Nisa’ 
ayat 29 sebagai berikut: 
ــٰ ْ َْمنـُوْ َنْاْٰــاَيُـَّهاالَِّذيْ يـ
 
َْنُكمْ بـَيـْ َْواَلُكمْ ااَمْ اُكُلوْ اََْلَت
اَنْ ِِبلْ  َْنِِْتَارَةرَْعنْ َتُكوْ َْباِطِلِْاَلَّ
ِْمنْ  ...ُْكمْ تـَرَاض   
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali 
dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...” 
 


































Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa semua transaksi yang dilakukan 
harus atas dasar suka sama suka yaitu kerelaan setiap pihak yang bertransaksi. 
Tidak boleh ada paksaan, tekanan, ataupun penipuan. Jika hal ini tidak 
dipenuhi maka transaksi dilakukan dengan cara yang batil (al-aqdu bil 
bathil). 
Mekanisme pembayaran ujrah (upah) pekerja di Negi Batik Tulis 
Majapahit menggunakan sistem borongan (menurut hasil produksi) dan 
sistem bulanan. Ujrah (upah) dengan sistem borongan dihitung berdasarkan 
banyaknya hasil produksi batik dan upah diberikan setiap satu minggu sekali 
yaitu pada hari Sabtu, sedangkan ujrah (upah) sistem bulanan diberikan setiap 
satu bulan sekali (di akhir bulan). 
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk menetapkan 
ujrah (upah) yang sesuai dengan ketentuan/kaidah Islam maka harus 
memenuhi beberapa karakteristik sebagai berikut: 
1. Ujrah (upah) harus Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai 
Di Negi Batik Tulis Majapahit, ada kesepakatan tentang ujrah 
(upah) yang akan diterima oleh pekerja. Disana penetapan ujrah 
(upah) langsung ditetapkan oleh pemilik, tetapi ada bagian yang 
terkadang bisa mendiskusikan ujrah (upah) dengan pemilik yaitu 
bagian yang bertugas mencanting. Negosiasi ujrah (upah) terjadi 
untuk menyepakati imbalan yang akan diterima, hal ini didasarkan 
pada kerumitan  motif batik yang akan diproduksi oleh pekerja. 
 


































Praktik pengupahan yang diterapkan di Negi Batik Tulis 
Majapahit tersebut sudah sesuai dengan yang dianjurkan Rasulullah 
yaitu pemilik usaha harus menyebutkan terlebih dahulu berapa upah 
yang akan diperoleh sebelum pekerja memulai bekerja. Rasulullah 
 :bersabda ملسو هيلع هللا ىلص
َْمِنْاسْ 
 
ََْْتأ رَهُُْهَْاجْ ِلمْ يـُعْ ْفـَلْ َجَرَْاِجي   
Artinya: “Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang 
hendaklah ia memberitahukan upahnya.” (H.R. Abdur Razak 
sanadnya terputus, dan al-Baihaqi menyambungkan sanadnya dari 
arah Abi Hanifah). 
Dalam suatu hubungan kerja pada persoalan pengupahan, adanya 
perjanjian dalam penentuan ujrah (upah) dan waktu pembayarannya 
sangat dianjurkan dalam Islam agar pekerja dan pemilik meunaikan 
hak dan kewajiban masing-masing sehingga tercipta hubungan kerja 
yang baik pula. 
Di Negi Batik Tulis Majapahit sudah ditentukan besaran ujrah 
(upah) di bagian masing-masing, penetapan ujrah (upah) disana 
berdasarkan per lembar kain yang diproduksi. Setiap satu lembar kain 
untuk bagian mencanting motif batik diberi ujrah (upah) mulai Rp 
50.000, Rp 70.000, dan Rp 100.000 per lembar kain. Kemudian, setiap 
satu lembar kain untuk bagian mewarna/menolet diberi harga mulai 
 


































Rp 5.000, Rp 25.000, dan Rp 30.000 per lembar kain  Perbedaan harga 
ujrah (upah) tersebut ditentukan berdasarkan tingkat kerumitan motif 
yang dikerjakan. Dan untuk pekerja yang bertugas di bagian selain 
mencanting dan mewarna, ujrah (upah)nya ditetapkan oleh pemilik 
berdasarkan pasaran harga pada umumnya pekerja batik. 
2. Ujrah (upah) Dibayarkan Sebelum Keringatnya Kering 
Pembayaran ujrah (upah) pekerja di Negi Batik Tulis Majapahit 
sudah memenuhi karakteristik Ekonomi Islam, karena di usaha ini 
pemilik tidak menunda-nunda untuk memberikan ujrah (upah) kepada 
pekerjanya. Walaupun pembayaran ujrah (upah) belum sesuai dengan 
Hadits Rasulullah mengenai waktu pembayaran ujrah (upah) yang 
harus diberikan sebelum keringat pekerja kering, namun di Negi Batik 
ini tidak menunda dalam membayarkan ujrah (upah). Negi Batik Tulis 
Majapahit selalu membayarkan ujrahnya tepat waktu sesuai 
kesepakatan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut: 
َْعَرقُهُْ َْيَِفَّ َلَْأن  رَُهْقـَب  َِجَيَْأج 
طُواْاۡل   اُع 
Artinya: “Berikanlah kepada pekerja upah sebelum keringatnya 
kering”  
Penjelasan hadits tersebut bahwa dalam membayarkan ujrah 
(upah) pekerja tidak boleh disepelekan. Pembayaran ujrah (upah) 
 


































wajib untuk secepatnya diberikan oleh pemilik usaha kepada pekerja 
ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan. Dalam pembayaran ujrah 
(upah) tidak seharusnya ada penundaan tanpa ada alasan tertentu. 
Dalam Islam telah disebutkan bahwa dalam membayar ujrah (upah) 
pekerja ditunda-tunda padahal ia mampu, maka ia tergolong orang 
yang dzalim. Hal ini dijelaskan dalam hadits Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص : 
ُلْالَغِِنَُّْوَسلََّمْقَاَل:َْمطْ ِهَْأٰبُْهَريرََةْرضيْهللاْعنهَْأنََّْرُسوُلْهللِاَْصلَّيْهللاَُْعَليْ َْعنْ 
ٌمْظُلْ   
  )ْرواهْالبخاري(
Artinya: “Dari Abu Hurairah RA. Bahwasanya Rasulullah SAW. 
bersabda. “orang kaya yang menunda (membayar utangnya) adalah 
dzalim” (HR. Al-Bukhari). 
Berdasarkan hasil penelitian, Negi Batik Tulis Majapahit 
menggunakan sistem borongan dan bulanan dalam pembayaran ujrah 
(upah). Pemilik selalu memberikan ujrah (upah) tepat waktu pada hari 
Sabtu, dan yang diberikan setiap satu bulan juga menerima hasilnya 
tepat waktu di akhir bulan. Mengenai prosedur pelaksanaan 
pengupahan pekerja, Negi Batik Tulis Majapahit cukup baik karena 
pemberian ujrah (upah) sesuai dengan kesepakatan diantara pemilik 
dan pekerja meskipun tidak ada perjanjian tertulis yang disahkan. 
 


































Beliau tidak menunda-nunda dalam membayarkan imbalan bagi 











































Berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan, tentang penerapan ujrah 
tenaga kerja industri batik di Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut:  
A. Kesimpulan  
1. Pemilik usaha Negi Batik Tulis Majapahit dalam melaksanakan 
pembayaran ujrah (upah) menggunakan 2 sistem, yaitu sistem borongan 
dan sistem bulanan. Dasar pertimbangan penyusunan yang dilakukan 
dengan menganalisa rasio perbedaan bobot pekerjaan antar jabatan, 
kemampuan perusahaan, kuantitas hasil produksi, dan kondisi pasar. 
Negi Batik Tulis Majapahit dalam memberikan ujrah (upah) selalu tepat 
waktu dan tidak menunda-nunda, hal tersebut menandakan bahwa di 
Negi Batik Tulis Majapahit sudah menerapkan anjuran untuk segera 
membayar ujrah (upah) pekerja jika pekerjaan telah selesai ditunaikan. 
Pemilik Negi Batik Majapahit telah menerapkan sikap transparan dalam 
mendiskusikan ujrah (upah) yang akan diberikan untuk pekerja. Pada 
saat melakukan kesepakatan kerja diawal perekrutan, pemilik usaha 
menyebutkan jumlah ujrah  (upah) yang akan diperoleh pekerja tiap 
periodenya dan tidak ada perjanjian masa kerja (tidak ada kontrak kerja 
secara tertulis). Nominal ujrah  (upah) yang akan diterima pekerja sudah 
 


































disampaikan saat akan produksi batik, dan diantara pemilik dan pekerja 
sudah saling rela atas ketentuan tersebut sesuai dengan apa yang pekerja 
kerjakan dan sesuai tugas pekerja masing-masing. 
2. Hal ini  mengindikasikan bahwa penerapan sistem ujrah (upah) belum 
sepenuhnya sesuai dengan konsep Pengupahan secara Ekonomi Islam 
juga belum dapat dikatakan layak karena ujrah (upah) yang diberikan 
masih kurang dari UMR Kabupaten Mojokerto ( < Rp 4.179.787 ).  
B. Saran  
1. Sebagai orang Islam, dalam melaksanakan hubungan kerja pun maka 
harus sesuai dengan Syari’at Islam. Salah satunya dalam kontrak kerja, 
sebelum pekerjaan dimulai maka pemilik dianjurkan mengkaji ulang 
standar ujrah (upah) yang layak untuk pekerja sehingga kebutuhan 
pekerja dapat terpenuhi dengan layak. Dan alangkah baiknya jika 
menerapkan kontrak kerja secara tertulis agar di masa mendatang tidak 
menimbulkan masalah-masalah baru. 
2. Jika dianalisis dari omzet penjualan yang mencapai Rp 35.000.000,- per 
bulannya, maka diharapkan dalam memberikan ujrah (upah) pada 
pekerja bisa ditambahkan lagi sesuai standar UMR yang berlaku, supaya 
pekerja lebih semangat dan termotivasi dalam menyelesaikan pekerjaan 
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